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ABSTRACT

Avilla Adwidya Udhwalalita, 2021, The role of The Indonesian Citizen
Education Center (PPWNI) in Fulfilling The Education Rights of Indonesian
Childern in Klang, Malaysia, Undergraduate Thesis of International Relations
Studies Faculty of Social and Political Sciences, Islamic University of Sunan
Ampel Surabaya.

Keywords: The Indonesian Citizen Education Center (PPWNI), Rights to
Education, Indonesian Migrant Workers Childern, Klang.

This study describes the role of the Indonesian Citizens Education Center
(PPWNI) in Fulfilling the Educational Rights of Indonesian Children in Klang,
Malaysia. Seeing many cases of the lack of fulfillment of the education rights of
Indonesian Migrant Workers' children in Malaysia, especially for those who are
illegal. This study uses qualitative - descriptive research methods with data
collection techniques of observation, interviews, and documentation. This study
used the concept of Education For All (EFA) and also describes PPWNI as an
organisation which has very important role in this subject, seeing how actions are
taken to fulfill the education rights of Indonesian children in Klang. Starting from
the ease of registration to affordable tuition fees. This school also meets the
indicators of achievement in fulfilling the education rights of Indonesian children
in Klang, Malaysia

ABSTRAK

Avilla Adwidya Udhwalalita, 2021, Peran Pusat Pendidikan Warga Negara
Indonesia sebagai dalam Memenuhi Hak Pendidikan Anak Indonesia di Klang,
Malaysia. Skripsi Program Studi Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial
dan Ilmu Politik Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Kata kunci: Pusat Pendidikan Warga Negara Indonesia, hak pendidikan, anak
Pekerja Migran Indonesia, Klang.

Studi ini mendeskripsikan Peran Pusat Pendidikan Warga Negara Indonesia
(PPWNI) dalam Memenuhi Hak Pendidikan Anak Indonesia di Klang, Malaysia,
melihat banyak kasus kurang terpernuhinya hak pendidikan anak Pekerja Migran
Indonesia di Malaysia, khususnya bagi mereka yang ilegal. Penelitian ini
menggunakan metode penelitian kualitatif — deskriptif dengan teknik
pengumpulan data observasi, wawancara, dan dokumentasi. Penelitian ini
menggunakan konsep Education For All (EFA). Penelitian ini menggambarkan
PPWNI yang memiliki peran yang sangat penting, melihat bagaimana aksi yang
dilakukan untuk pemenuhan hak pendidikan anak Indonesia di Klang. Mulai dari
kemudahan pendaftaran hingga uang sekolah yang terjangkau. Sekolah ini juga
memenuhi indikator capaian dalam memenuhi hak pendidikan anak Indonesia di
Klang, Malaysia.
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BAB |
PENDAHULUAN
A. LATAR BELAKANG

Pendidikan adalah kebutuhan dasar bagi setiap manusia (human basic
need). Setiap manusia memiliki hak untuk menggapai pendidikan. Searah
dengan Universal Declaration of Human Rights 1948, pasal 26 yang
menyatakan "everyone has the rights to education".®> Semua orang di dunia
tanpa terkecuali memiliki hak yang sama untuk mengenyam pendidikan,
termasuk anak — anak. Berdasarkan Kovensi Hak — Hak Anak (convention on
the rights of child) yang disetujui oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa —
Bangsa (PBB) pada tanggal 20 November 1989, pasal 28 ayat 1, yang
berbunyi ‘Negara — Negara peserta mengakui hak anak atas pendidikan dan
untuk mewujudkan hak ini secara bertahap dan berdasarkan kesempatan yang
sama’.*

Kemudian Deklarasi Jomtien, Thailand 1990 menegaskan pendidikan
untuk semua (education for all), merupakan komitmen dunia untuk

menyediakan pendidikan dasar berkualitas bagi seluruh anak, remaja, dan

dewasa. Komitmen education for all yang diamini oleh dunia juga

3 Universal Declaration Of Human Rights, Diakses Dari Https://Www.Un.Org/En/About-
Us/Universal-Declaration-Of-Human-Rights Pada 14 Juli 2021, Pukul 01.46

4 Untari Narulita, “Permasalahan Dan Solusi Hak Pendidikan Anak Pekerja Migran Indonesia
Studi Kasus Di Negeri Johor Dan Negeri Pahang, Malaysia”, ( S.Sos.Skripsi., Universitas
Muhammadiyah Yogyakarta, 2018) HIm. 2



https://www.un.org/en/about-us/universal-declaration-of-human-rights%20pada%2014%20juli%202021
https://www.un.org/en/about-us/universal-declaration-of-human-rights%20pada%2014%20juli%202021

dipertegas pada Forum Pendidikan Dunia (the world education forum) di
Dakar, Senegal 2000.°

Indonesia juga memiliki pasal — pasal untuk melindungi hak
pendidikan. Hal ini tercantum pada pasal 31 ayat 1 UUD 1995, yang berbunyi
‘setiap warga berhak mendapat pendidikan’.® Undang — Undang (UU) No.
39, pasal 12 Tahun 1999, tentang hak asasi manusia dengan bunyi ‘setiap
orang berhak atas perlindungan bagi pengembangan pribadinya, untuk
memperoleh pendidikan, mencerdaskan dirinya, dan meningkatkan kualitas
hidupnya agar menjadi manusia yang beriman, bertaqwa, bertanggung jawab,
berakhlak mulia, bahagia, dan sejahtera sesuai dengan hak asasi manusia’.’

Sejalan dengan komitmen dunia dan konstitusi Indonesia, layanan serta
akses pendidikan sudah seharusnya terpenuhi dengan baik. Khususnya bagi
anak — anak yang wajib mendapatkan pendidikan dasar. Namun pada
praktiknya masih banyak kekurangan hingga keterbatasan bagi anak untuk
dapat mengenyam pendidikan. Salah satu isu keterbatasan akses pendidikan
yang kerap dibicarakan dan menjadi jujukan penelitian adalah keterbasan
akses pendidikan bagi anak — anak Pekerja Migran Indonesia (PMI) di
Malaysia.

Semenanjung Malaysia memiliki banyak studi kasus tentang isu
keterbatasan akses pendidikan bagi anak PMI. Hal tersebut dilatarbelakangi

karena Malaysia merupakan negara tujuan PMI terbanyak. Selain Indonesia —

5> Global Campaign For Education, “Education For All”, Diakses Dari
Https://Campaignforeducation.Org/En/What-We-Do/Policy-And-Advocacy/Archive/About-
Education-For-All/ Pada 14 Juli 2021, Pukul 02.03

6 UUD 1945

"Naskah Publikasi UU NO. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia



https://campaignforeducation.org/en/what-we-do/policy-and-advocacy/archive/about-education-for-all/
https://campaignforeducation.org/en/what-we-do/policy-and-advocacy/archive/about-education-for-all/

Malaysia memiliki kedekatan secara diplomatis dan geografis, faktor keluarga
dan teman yang telah berkerja di Malaysia lebih dahulu menjadi penyebab
dibalik favoritnya Malaysia sebagai negara destinasi PMI.® Pada tahun 2017
sebanyak 88.991, tahun 2018 berjumlah 90.671, dan tahu 2019 terdapat
79.663 Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang ditempatkan di Malaysia.®
Melihat dekatnya kedua negara tidak dapat dipungkiri jika para PMI yang
datang ke Malaysia tidak hanya para PMI yang legal melainkan juga ilegal.

Pekerja Migran Indonesia (PMI) ilegal ini memiliki buntut
permasalahan — permasalahan sosial yang dapat ditimbulkan, salah satunya
adalah isu pendidikan bagi anak PMI di Malaysia. Pada dasarnya mainstream
penelitian mengenai isu pendidikan anak PMI yang berada di wilayah Sabah
dan Sarawak. Namun melihat jumlah PMI yang dikirim ke Malaysia yang
tiap tahunnya selalu tinggi, membuat PMI juga telah tersebar hampir di
seluruh semenanjung Malaysia. Sehingga isu keterbatasan pendidikan anak
PMI juga semakin kompleks.

Salah satu wilayah dengan potensi PMI ilegal namun jarang menjadi
rujukan penelitian adalah wilayah Klang, Selangor, Malaysia. Merupakan
ibukota kerajaan dan daerah di Selangor, berjarak 32 KM di barat Kuala

Lumpur, serta memiliki luas 573 KM?2.1° Dengan pelabuhan utama nasional

8 Widia Prismatika, Meski Banyak Kasus, Malaysia Tetap Tujuan Populer Buruh Migran. Diakses
Dari Https://Tirto.ld/Meski-Banyak-Kasus-Malaysia-Tetap-Tujuan-Populer-Buruh-Migran-Cnbu
Pada 14 Juli 2021 Pukul 02.55

® BNP2TKI. Data Penempatan Dan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (PMI) Tahun 2019.
Diakes Dari Http://Www.BNP2TKI.Co.Id Pada 14 Juli 2021 Pukul 03.46

0 Anon. Klang, Malaysia. Diakses Dari Http://P2k.Um-Surabaya.Ac.ld/1d4/1-3045-
2942/Klang_250110 Um-Surabaya P2k-Um-Surabaya.Html Pada 14 Juli 2021, Pukul 05.12



https://tirto.id/meski-banyak-kasus-malaysia-tetap-tujuan-populer-buruh-migran-cNbU
http://www.bnp2tki.co.id/
http://p2k.um-surabaya.ac.id/id4/1-3045-2942/Klang_250110_um-surabaya_p2k-um-surabaya.html%20pada%2014%20Juli%202021
http://p2k.um-surabaya.ac.id/id4/1-3045-2942/Klang_250110_um-surabaya_p2k-um-surabaya.html%20pada%2014%20Juli%202021

Malaysia serta memiliki kedekatan dengan pulau Sumatera, Indonesia.l!
Membuat wilayah Klang menjadi jalur empuk bagi para PMI ilegal. Bahkan
Indonesia sendiri telah kerap kali tercatat memulangkan PMI ilegal melalui
pelabuhan Klang ini. Pada 2005 Indonesia pernah memulangkan 500 PMI
ilegal setiap harinya.'? Kemudian pada 2016 PMI ilegal memilih pelabuhan
Klang sebagai jalur mereka untuk pulang ke Indonesia, dengan menggunakan
kapal ilegal guna menghindari dokumen keimigrasian.** Membuat wilayah
Klang sangat berpotensi untuk menjadi tujuan serta jalur keluar masuk para
PMI ilegal.

Dengan kompleksnya isu PMI ilegal di Klang juga akan manambah
semakin banyaknya daftar permasalahan sosial yang harus diatasi karena PMI
ilegal. Seperti yang dijelaskan sebelumnya jika isu sentral yang meyangkut
kehidupan, harapan, serta masa depan, baik negara mapun individu itu
sendiri. Adalah isu pendidikan anak PMI. Melihat dilematis isu PMI ilegal
dengan pendidikan di wilayah Klang, Selangor, Malaysia, maka peneliti
memutuskan meneliti isu tersebut.

Di wilayah Klang, terdapat sekolah yang menerima dengan tangan
terbuka anak — anak PMI ilegal, sekolah itu adalah PPWNI. Pusat Pendidikan

Warga Negara Indonesia (PPWNI) merupakan sekolah Indonesia yang

1 Port Klang Authority. Background. Diakses Dari
Https://Www.Pka.Gov.My/Index.Php/En/About-Us/Port-Klang-Authority/Background Pada 14
Juli 2021 Pukul 05.23

2 Liputan 6 SCTV. TKI Illegal Memadati Pelabuhan Klang. Diakses Dari
Https://M.Liputan6.Com/News/Read/96578/Tki-llegal-Memadati-Pelabuhan-Klang Pada 14 Juli
05.29

13 Adiatmaputra. Banyak TKI Ilegal Berusaha Mudik Lewat Wilayah Perbatasan Dari Malaysia.
Diakses Dari Https://M.Tribunnews.Com/Amp/Nasional/2016/07/04/Banyak-TKki-llegal-Berusaha-
Mudik-Lewat-Wilayah-Perbatasan-Dari-Malaysia Pada 14 Juli 2021 Pukul 05.41



https://www.pka.gov.my/index.php/en/about-us/port-klang-authority/background
https://m.liputan6.com/news/read/96578/tki-ilegal-memadati-pelabuhan-klang
https://m.tribunnews.com/amp/nasional/2016/07/04/banyak-tki-ilegal-berusaha-mudik-lewat-wilayah-perbatasan-dari-malaysia
https://m.tribunnews.com/amp/nasional/2016/07/04/banyak-tki-ilegal-berusaha-mudik-lewat-wilayah-perbatasan-dari-malaysia

berlokasi di Klang, Selangor, Malaysia. Adalah sekolah bagi anak pekerja
migran Indonesia (PMI), khususnya bagi anak — anak PMI tanpa dokumen.
Sekolah ini telah berdiri sejak 2010 serta masih tetap eksis keberadaannya
hingga kini.** Sekolah ini pada awalnya diinisiasi oleh individu keturunan
melayu — bugis bernama Raja Kamarudin, beliau juga merupakan penasihat
persatuan masyarakat Bugis Malaysia — Indonesia di Klang, Selangor.!®
Sekolah ini didirikan karena melihat banyaknya anak Indonesia yang berada
di lingkungan Klang, Malaysia dan tidak mendapatkan akses pendidikan yang
layak.

Pada awalnya sekolah ini merupakan Pusat Kegiatan Belajar
Masyarakat (PKBM) atau yang biasa dikenal dengan Community Learning
Center (CLC). PPWNI merupakan non — state actor dalam memenuhi hak
pendidikan anak Indonesia di Klang, Malaysia. Namun karena peminat
sanggar belajar ini semakin banyak, maka dilakukan pengajuan ijin pendirian
sekolah, tetapi karena banyak siswanya adalah anak — anak ilegal, maka tidak
bisa diberikan ijin pendirian sekolah dasar. Tetapi PPWNI mendapatkan ijin
sebagai sekolah agama.

“awalnya PKBM, PKBM itu tempat untuk kegiatan belajar
mengajar, awalnya belum terpikirkan untuk menjadi sebuah sekolah
yang besar. Di situ dibuatlah sebuah tempat kegiatan belajar tadi, lama
kelamaan banyak warga Negara Indonesia (WNI) yang mendaftar, dari
situ barulah Engku Raja mengajukan ijin untuk pendirian sekolah ke

KBRI dan pemerintah Selangor, namun karena di situ banyak warga
Negara Indonesia yang illegal, jadi nggak bisa sekolah tersebut

14 Wawancara Dengan Guru Bu Helni, Selaku Tenaga Pengajar Di PPWNI, Klang

15 Anon. “Anak Keturunan Bugis Terlantar Sekolahnya Di Malaysia”. Kompas : 2009. Diakses
Pada
Https://Edukasi.Kompas.Com/Read/2009/08/15/21023043/Anak.Keturunan.Bugis. Telantar.Sekola
hnya.Di.Malaysia Pada 22 Juni 2020, Pukul 13.30



https://edukasi.kompas.com/read/2009/08/15/21023043/Anak.Keturunan.Bugis.Telantar.Sekolahnya.di.Malaysia
https://edukasi.kompas.com/read/2009/08/15/21023043/Anak.Keturunan.Bugis.Telantar.Sekolahnya.di.Malaysia

diberikan ijin, bahwa mereka layak untuk bisa bersekolah disitu. Maka

diinisiasikannya bukan Sekolah Dasar (SD) melainkan sekolah agama.

Jadi dapat ijin dari Pemerintah Malaysia itu hanya sekolah agama

bukan sekolah dasar yang bisa belajar baca, berhitung, dan lain-lain.”

Ada beberapa faktor yang menjadikan anak — anak Indonesia di Klang
menjadi ilegal. Pertama, memang masuk ke Malaysia secara ilegal bersama
orang tuanya. Kedua, lahir dari orang tua yang tidak memiliki kelengkapan
dokumen lengkap. Ketiga, serta lahir dari pernikahan agama yang tidak
diakui secara hukum atau dokumen pernikahan yang bermasalah.'” Walaupun
mayoritas WNI yang tidak memiliki kelengkapan dokumen, tetapi mereka
tetap bersikeras untuk tinggal di Malaysia, serta tidak ingin kembali ke
Indonesia.

Hal ini dikarenakan mereka sudah mendapatkan penghasilan yang
cukup di Malaysia. Sedangkan jika nanti pulang ke Indonesia mereka belum
tahu pekerjaan apa yang dapat mereka kerjakan. Sebagai contoh mereka yang
bekerja sebagai penjaga kedai di Klang saja perbulan dapat mengantongi RM
(Ringgit Malaysia) 1000 atau sekitar Rp. 3.500.000,00/ Rp.3.600.000,00.8

Oleh karenanya sangat sulit melepaskan pekerjaan di Malaysia dan pulang ke

Indonesia.

16 Wawancara Bapak Tommy, Direktur 1'YP Pada 19 Juni 2020

17 Wawancara Bu Nur Helny Kurwanty, Tenaga Pengajar Di PPWNI, Klang, Malaysia Pada 20
Oktober 2020

18 |bid, Wawancara Bu Helny.,
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Bagan 1.1 Penyebab anak Indonesia tanpa dokumen di Klang, Malaysia.

(Sumber: diolah dari berbagai sumber)

Banyaknya indikator inilah yang membuat para PMI ‘memilih’ menjadi
ilegal. Para PMI ini pada umumnya tidak memiliki pemikiran untuk maju
menjadi lebih baik, terutama bagi anak — anak yang ‘terlahir secara ilegal’.
Pemikiran jangka pendek, seperti jika nanti anak — anak sudah besar akan
meneruskan pekerjaan orang tua mereka, kemudian menikah tanpa dokumen/
hanya menikah secara agama, serta memiliki anak — anak yang lahir tanpa
dokumen pula, yang menjadikan akan kesulitan dalam pemenuhan hak
pendidikan.

Oleh karena itu, peran PPWNI dalam memenuhi hak pendidikan anak
Indonesia di Klang, Malaysia sangatlah penting. Sekolah ini menerima semua

anak Indonesia, baik dengan atau tanpa dokumen. Semua anak yang memiliki
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‘darah’ Indonesia diterima di sini, baik kedua orang tuanya ataupun hanya
salah satunya yang merupakan Warga Negara Indonesia (WNI).%°

Anak — anak yang mendaftar harus membawa identitas diri, seperti akta
kelahiran, kartu keluarga (KK), paspor dan visa. Jika anak tersebut memiliki
semua dokumen atau memiliki semua dokumen tetapi tidak memiliki paspor
dan visa, tidak masalah dan langsung diterima. Tetapi jika anak tersebut tidak
memiliki semua dokumen, maka akan tetap diterima dengan menyertakan
Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), serta paspor atau visa
orang tua (meskipun sudah tidak berlaku/aktif).2°

Sekolah ini merupakan jawaban bagi anak — anak Indonesia tanpa
dokumen di wilayah Klang, Selangor, Malaysia. Tidak hanya sebagai wadah
belajar bagi anak — anak Indonesia tanpa dokumen tapi juga bagi mereka
dengan keterbatasan ekonomi. Anak — anak Indonesia tersebut tentu tidak
dapat diterima oleh sekolah kebangsaan Malaysia, karena aturan Malaysia
sendiri melarang warga asing untuk bersekolah di sekolah kebangsaannya.
Sedangkan untuk masuk ke sekolah swasta di Malaysia membutuhkan biaya
yang cukup mahal bagi mereka dengan keterbatasan ekonomi.?

PPWNI memainkan peran yang sangat penting dalam memenuhi hak
pendidikan anak Indonesia di Klang, Malaysia, sebagai bagain dari komitmen
global education for all. Sekolah PPWNI ini berada di lantai bawah kompleks

apartemen Sri Angkasa. Sekolah minimalis yang terdiri atas 4 (lima) ruang

19 Ibid Wawancara Bu Helny

20 1pid.,

21 JS De Britto. Prihatin, Anak TKI Ternyata Dilarang Belajar Di Sekolah Kebangsaan Malaysia.
Diases Dari  Https://Www.Kalderanews.Com/2019/01/Prihatin-Anak-Tki-Ternyata-Dilarang-
Belajar-Di-Sekolah-Kebangsaan-Malaysia/ Pada 14 Juli 2021, Pukul 06.31
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kelas serta 1 (satu) ruang guru. 4 ruang kelas ini dimaksimalkan sebagali
tempat proses belajar mengajar mulai dari Sekolah Dasar (SD) kelas 1 — 6 dan

Sekolah Menengah Pertama (SMP) kelas 7 — 9. 2

Gambar 1.1 Sekolah PPWNI Klang, Selangor, Malaysia
(Sumber : dokumen sekolah PPWNI)

Peneliti mengambil PPWNI sebagai subjek penelitian karena dinilai
memiliki peran yang signifikan dalam memenuhi hak pendidikan anak
Indonesia di Klang, Selangor, Malaysia. Hal ini dikarenakan permasalahan
isu Pekerja Migran Indonesia (PMI) ilegal membawa banyak dampak, salah
satunya dalam bidang pendidikan. anak — anak para PMI ilegal ini kesulitan
untuk mendapat akses pendidikan yang layak. Hingga PPWNI muncul
sebagai jawaban dari pemenuhan pendidikan anak — anak Indonesia ilegal
atau tanpa dokumen ini. Yang merupakan hak bagi setiap manusia untuk

dapat mengenyam pendidikan.

22 |bid Wawancara Bu Helny



Meski begitu, jalan yang dilalui sekolah ini tidaklah mulus, melainkan
banyak sekali masalah yang dapat muncul, beberapa diantaranya, fasilitas
sekolah yang kurang memadai hingga tenaga pengajar yang masih minim.
Penelitian ini akan mendeskripsikan bagaimana peran PPWNI dalam
memenuhi hak pendidikan anak Indonesia di Klang, Malaysia sebagai bagian

dari komitmen dunia education for all.

RUMUSAN MASALAH

Dalam penelitian ini, peneliti mengambil rumusan masalah “Bagaimana
peran Pusat Pendidikan Warga Negara Indonesia (PPWNI) dalam Memenubhi
hak pendidikan anak Indonesia di Klang, Malaysia?”

TUJUAN PENELITIAN

Berdasarkan latar belakang serta fokus penelitian, maka tujuan
penelitian yang ingin dicapai peneliti adalah :

Untuk mendiskripsikan peran Pusat Pendidikan Warga Negara
Indonesia dalam memnuhi hak pendidikan anak Indonesia di Klang,

Malaysia.

MANFAAT PENELITIAN

Adapun ada dua manfaat penelitian ini, yaitu sebagai berikut :

1. Manfaat teoritis



a. Peneliti berharap bahwa penelitian ini dapat menambah kajian di
dalam pengembahan ilmu hubungan internasional, khususnya dalam
bidang pendidikan.

b. Menjadi salah satu bahan acuan pada penelitian di bidang Hubungan
Internasional

c. Serta memberikan informasi dan bahan bacaan bagi masyarakat luas.

2. Manfaat Empiris
Penelitian ini diharapkan mampu dalam membantu pemerintah
dalam mengambil keputusan dan kebijakan, terutama dalam menentukan
langkah Indonesia dalam penanganan anak — anak PMI ilegal di luar
negeri, khususnya di wilayah Malaysia, serta dapat melakukan
pembenahan sekolah Pusat Pendidikan Warga Negara Indonesis (PPWNI)

di Klang, Malaysia.

E. TINJAUAN PUSTAKA

Pertama adalah skripsi berjudul “Upaya Indonesia Memenuhi Hak
Pendidikan bagi Anak TKI dan PATI di Johor Bahru (2014 — 2017)” yang
disusun oleh Shavira Lisdiany Sulastri pada tahun 2017, yang merupakan
mahasiswi hubungan internasional UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.?®
Penelitian ini membahas usaha — usaha yang dilakukan Indonesia dalam
pemenuhan hak pendidikan anak Indonesia di Johor Bahru dalam rentang

waktu 2014 — 2017, penelitian ini juga melihat kontradiksi antara hukum dan

23 ghavira Lisdiany Sulastri. “Upaya Indonesia Memenuhi Hak Pendidikan Bagi Anak TKI Dan
PATI Di Johor Bahru (2014 — 2017)”. (S.Sos Skripsi., UIN Syarif Hidayatullah, 2018)



aturan Malaysia dengan hukum internasional, baik yang terikat maupun tidak
terikat, seperti akta imigrasi, serta memiliki tujuan untuk mengetahui latar
belakang dilakukannya usaha Indonesia dalam pemenuhan hak pendidikan
anak TKI dan PATI di Johor Bahru. Berbeda dengan penelitian peneliti yang
membahas mengenai Pusat Pendidikan Warga Negara Indonesia (PPWNI)
dalam memenuhi hak pendidikan anak Indonesia di Klang, Selangor,
Malaysia. penelitian tersebut membahas usaha pemerintah Indonesia dalam

pemenuhan hak pendidikan di Johor Bahru, Malaysia.

Kedua, Skripsi yang disusun oleh Saleha Mufida berjudul “Upaya
Pemerintah Indonesia dalam Menanggulangi Masalah Pendidikan Anak TKI
di Sarawak Periode 2014 — 2018”.2* Hampir sama dengan tinjauan pustaka
yang pertama yang melihat dan menganalisis upaya Indonesia dalam isu
pendidikan anak Indonesia di Malaysia, tetapi yang membedakan adalah
penelitian ini menganalisis upaya Indonesia mengenai isu pendidikan anak
Indonesia di Sarawak dalam periode 2014 — 2018. Penelitian ini juga
menganalisis seberapa efektif upaya yang dilakukan oleh Indonesia. Dengan
latar belakang 3.600 anak Indonesia yang tidak mendapatkan akses
pendidikan di Sarawak. Serta berkaca bahwa setiap individu memiliki hak
untuk memperoleh pendidikanyang sama oleh karena itu pemerintah
Indonesia bertanggung jawab dalam keterbatasan anak — anak Indonesia yang
memperoleh pendidikan di Sarawak. Memilki kesamaan meneliti hak

pendidikan anak Indonesia di Malaysia dengan peneliti, tetapi memiliki

%43aleha Mufida. “Upaya Pemerintah Indonesia Dalam Menanggulangi Masalah Pendidikan Anak
TKI Di Sarawak Periode 2014 —2018”. (S.Sos Skripsi. UIN Syarif Hidayatullah, 2018)



tempat penelitian yang berbeda, yakni di Sarawak. Kemudian penelitian ini
juga masih membahas mengenai upaya yang dilakukan oleh pemerintah

Indonesia mengenai masalah pendidikan anak Indonesia di Malaysia.

Penelitian ketiga yang digunakan sebagai tinjauan pustaka adalah
jurnal yang disusun pada 2019 oleh Muhammad Muyamin, Universitas
Indonesia, dengan judul ‘“Peran Aktif NGO Humana dalam Memfasilitasi
Pendidikan Anak — Anak Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di Sabah
Malaysia”.?® jurnal ini memaparkan alasan yang melarbelakangi mengapa
NGO Humana Child Aid Societymemberikan fasilitas serta pelayanan
pembantu pendidikan anak — anak TKI di Sabah, Malaysia. Jika pada tinjauan
pustaka ketiga juga membahas NGO Humana, tetapi tidak membahas secara
spesifik, dan hanya dipaparkan sebagai salah satu instrumen dalam
pemenuhan hak pendidikan anak Indonesia. Tetapi pada pada penelitian ini
objek yang diteliti adalah NGO HumanaChild Aid Society secara keseluruhan.
Kesamaan penelititian ini dengan peneliti adalah subjek yang diteliti
merupakan suatu lembaga atau sekolah, serta berbeda dengan penelitian lain
yang meneliti tentang upaya Indonesia itu sendiri. Perbedaan penelitian ini
dengan peneliti adalah daerah yang diteliti berbeda, karena penelitian ini
meneliti NGO Humana, yang tidak lain berada di Sabah, Malaysia.

Sedangkan peneliti melakukan penelitian di Klang, Selangor, Malaysia.

SMuhammad Muyamin. “Peran Aktif NGO Humana Dalam Memfasilitasi Pendidikan Anak —
Anak Tenaga Kerja Indonesia (TKI) Di Sabah Malaysia”. Jurnal Universitas Indonesia (2019)



Keempat, Tinjauan pustaka selanjutanya yang diambil oleh peneliti
sebagai referensi adalah jurnal ilmiah yang ditulis Untari Narulita Madyar
Dewi, S2 magister ilmu hubungan internasional, Universitas Muhammadiyah
Yogyakarta pada tahun 2018, yang berjudul “Permasalahan dan Solusi Hak
Pendidikan Anak Pekerja Migran Indonesia Studi Kasus di Negeri Johor dan
Negeri Padang, Malaysia”.?®® Penelitian ini memaparkan komplesitas
permasalahan hak anak pekerja migran Indonesia di Malaysia. Penelitian ini
juga melihat kebijakan — kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia
dalam penanganan hak pendidikan anak pekerja migran Indonesia. Hasilnya
penelitian ini telah menemukan banyak usaha yang dilakukan oleh
pemerintah Indonesia dalam penanganannya, seperti kerjasama dengan
Kementrian Pendidikan dan Kebudayaa RI, Diaspora Indonesia, NGO, serta
kalangan professional. Penelitian ini juga menjelaskan hamabatan apa saja
yang dihadapi oleh KJRI Johor Bahru dalam layanan pendidikan anak
Indonesia. Berbeda dengan penelitian peneliti yang menjadikan PPWNI di
Klang sebagai subjek penelitian, penelitian ini memaparkan isu pendidikan

pekerja migran Indonesia di Negeri Johor dan Negeri Padang.

Kelima, adalah artikel yang ditulis oleh Atase Pendidikan dan
Kebudayaan KBRI Kuala Lumpur dengan judul “Dubes Rusdi Kirana Jamin
PPWNI di Klang”, Artikel yang dipublikasikan oleh Atase Pendidikan dan

Kebudayaan KBRI Kuala Lumpur dengan judul Dubes Rusdi Kirana Jamin

ZUntari Narulita Madyar Dewi. “Permasalahan Dan Solusi Hak Pendidikan Anak Pekerja Migran
Indonesia Studi Kasus Di Negeri Johor Dan Negeri Padang, Malaysia”. Jurnal IImiah Universitas
Gadjah Mada (2018)



PPWNI di Klang pada tahun 2017.%" Artikel ini memaparkan tentang
kunjungan yang dilakukan oleh Duta Besar RI untuk Kerajaaan Malaysia
Bapak Rusdi Kirana, Atase Pendidikan dan Kebudayaan KBRI Kuala
Lumpur Prof.Dr. Ari Purbayanto, Atase Perhubungan KBRI Kuala Lumpur
Kapt. Muhammad Abduh, Kepala Sekolah Indonesia Kuala Lumpur Drs. H.
Agustinus Suharto, M.Pd., dan Koordinator Pendidikan Non-Formal Taufiq
Hasyim Salengke, MA. ke PPWNI Klang, dalam kunjungannya tersebut
Atase Pendidikan dan Kebudayaan KBRI Kuala Lumpur Prof.Dr. Ari
Purbayanto juga menyatakan jika akan mendukung secara penuh kebutuhan
yang ada di PPWNI Klang, Malaysia. Artikel ini dinilai akan sangat membatu
dalam penelitian peneliti, artikel ini juga dapat digunakan sebagai data

pembanding peneliti.

Keenam, Artikel yang disusun oleh Catherine Allerton dengan judul
“Statelessness and The Lives of The Children of Migrant in Sabah, East
Malaysia?Artikel ini memuat penelitian etnografi yang membahas
mengenai statelessness dan pengungsi di Sabah, Malaysia. Penelitian ini
melihat banyak anak — anak yang hidup sebagai statelessness, hal ini

dikarenakan orang tua mereka, serta berasal dari Indonesia dan Filipina. Sama

ZAtase Pendidikan Dan Kebudayaan KBRI Kuala Lumpur. 2017.Artikel.Dubes Rusdi Kirana
Jamin PPWNI Di Klang. Diakses Di Https://Atdikbudkl.Org/2017/12/12/Jaminan-Dubes-Rusdi-
Kirana-Terhadap-Pendidikan-Anak-Pekerja-Migran-Indonesia-Di-Ppwni-Klang/ Pada 11 Februari
2020 Pukul 19.53

2Catherine Allerton. 2014. Statelessness And The Lives Of The Children Of Migrant In Sabah,
East Malaysia. Tersedia Di

Https://Www.Researchgate.Net/Publication/273868467 Statelessness And The Lives Of The
Children Of Migrants In Sabah East Malaysia/Link/5b06bc7ea6fdcc8c25236790/Download
Diakses Pada 15 Juni 2020
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dengan peneliti yang meneliti mengenai anak migran di Malaysia, tetapi
berbeda dengan peneliti yang melihat dalam sudut pandang pendidikan,

penelitian ini dalam ranah etnografi.

Ketujuh, Jurnal Hak Asasi Manusia yang ditulis oleh Disca Betty dan
Zendy Wulan dengan judul “Tanggung Jawab Negara terhadap Hak
Pendidikan Buruh Migran Indonesia di Malaysia”. Jurnal ini mengkritik
bagaimana absen kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia dan
Malaysia dalam penanganan isu pendidikan bagi anak buruh migran
Indonesia di Malaysia, penelitian ini juga melihat dari segi hak asasi manusia,
yang melihat jika isu pendidikan anak Indonesia di Malaysia merupakan
tanggung jawab bersama kedua belah negara yaitu Indonesia dan Malaysia
yang harus diselesaikan.?® Memiliki persamaan dengan penelitian peneliti,
penelitian ini melihat bagaimana isu pendidikan anak Indonesia di Malaysia
merupakan isu hak asasi manusia, sedangkan perbedaan dengan penelitian
peneliti adalah jurnal ini melihat isu tersebut secara umum kepada seluruh
anak buruh migran di Malaysia, sedangkan peneliti menjadikan sebuah
sekolah sebagai subjek dalam pemenuhan isu hak pendidikan anak Indonesia

di Klang, Selangor, Malaysia.

Kedelapan, Booklet “Layanan Pendidikan bagi Anak — Anak
Indonesia di Malaysia” yang dipublikasikan oleh Atase Pendidikan dan

Kebudayaan Kedutaan Besar Rl Kuala Lumpur. Booklet ini berisi informasi

2 Disca Betty Dan Zendy Wulan, “Tanggung Jawab Negara Terhadap Hak Atas Pendidikan Anak
Buruh Migran Indonesia Di Malaysia”, (Surabaya: Dirjen Penguatan Risbang Kemenristekdikti,
2019)



singkat tentang layanan penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan bagi
anak — anak Indonesia di Malaysia melalui Sekolah Indonesia Luar Negeri
(SILN), Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat atau Community Learning Center
(CLC), dan penyelenggaraan ujian kesetaraan program paket A, B hingga C.*
Dengan adanya booket ini dapat memberikan gambaran kepada peneliti untuk
dapat mengetahui bagaimana variasi sekolah — sekolah Indonesia serta
bagaimana klasifikasinya serta dapat membatu dalam penyusunan penelitian

peneliti.

Kesembilan, Skripsi yang disusun oleh Tessa Alya Tresnadi berjudul
“Kerjasama Pendidikan Indonesia — Malaysia dalam Meningkatkan Mutu
Pendidikan Anak Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di Sarawak” Penelitian
berfokus pada pendidikan anak TKI yang tinggal di Sarawak dimana banyak
diantaranya bermukim di ladang kelapa sawit dikarenakan orang tua mereka,
permasalahan ketiadaan dokumen resmi membuat kesulitan dalam akses
pendidikan, pada skripsi yang ditulis oleh Tessa ini memaparkan bagaimana
kerjasama yang dijalin oleh pemerintah Indonesia dan Malaysia dalam
pembangunan CLC di Sarawak.3! Berbeda dengan penelitian peneliti yang
berfokus kepada sebuah institusi yakni PPWNI dalam pemenuhan hak

pendidikan anak Indonesia yang berada di Klang, Malaysia.

30 Atdikbud Kuala Lumpur, “Layanan Pendidikan Bagi Anak — Anak Indonesia Di Malaysia”,
(Kuala Lumpur, 2016)

31 Tessa Alya Tresnadi, “ Kerjasama Pendidikan Indonesia — Malaysia Dalam Meningkatkan Mutu
Pendidikan Anak Tenaga Kerja Indonesia (TKI) Di Sarawak”, (S.Sos Skripsi., Universitas
Pasundan, 2019)



Kesepuluh, skripsi Muhammad Fachrul Gunawan, yang berjudul
“Kerjasama Malala Fund dan UNESCO dalam Kontribusinya terhadap
Penyetaraan Hak Pendidikan Anak — Anak Perempuan di Pakistan”. SKripsi
ini membahas mengenai peranan dan kontribusi yang dilakukan oleh
UNESCO, Malala Yousafzai dan Malala Fund untuk menyetarakan hak
Pendidikan anak — anak perempuan di Pakistan guna mewujudkan education
for all yang di gagas oleh UNESCO.3? Memiliki persamaan dengan peneliti
yang membahas mengenai suatu institusi yang memberikan hak Pendidikan
sebagai bagian dari komitmen UNESCO education for all. Penelitian ini
menjadikan Malala Fund dan UNESCO sebagai subjek penelitian, berbeda
dengan penelitian peneliti yang menjadikan PPWNI di Klang, Malaysia

sebagai subjek penelitian,

Sehingga penelitian yang berjudul Peran Pusat Pendidikan Warga
Negata Indonesia (PPWNI) dalam Memenuhi Hak Pendidikan Anak
Indonesia di Klang, Malaysia ini menawarkan kebaruan pada topik sejenis.
Maka penelitian ini akan memberikan angin segar pada kebaruan topik yang
diangkat. Penelitian ini juga diharapkan mampu memberikan prespektif

berbeda terkait isu sejenis.

32 Muhammad Fachrul Gunawan, “Kerjasama Malala Fund Dan UNESCO Dalam Kontribusinya
Terhadap Penyetaraan Hak Pendidikan Anak — Anak Perempuan Di Pakistan” (S.Sos Skripsi.,
Universitas Pasundan, 2017)



F. ARGUMENTASI UTAMA

Argumentasi utama bagi peneliti berfungsi untuk memberikan jawaban
sementara atas rencana penelitian yang akan dilakukan. Dalam penelitian ini,
peneliti memiliki argumentasi utama mengenai peran Pusat Pendididikan
Warga Negara Indonesia (PPWNI) dalam memenuhi hak pendidikan anak
Indonesia di Klang, Malaysia. Banyaknya anak Indonesia yang tidak dapat
bersekolah di Klang, Malaysia membuat Sekolah ini memberikan peran yang
signifikan dalam memenuhi hak pendidikan anak Indonesia. Sekolah ini
dinilai memiliki eksistensi yang sangat penting, karena dapat memenuhi hak

pendidikan bagi khususnya bagi anak — anak Indonesia tanpa dokumen resmi.

G. SISTEMATIKA PEMBAHASAN

Dalam menyusun penelitian ini, peneliti telah menetapkan sistematika
yang telah peneliti susun secara beruntut. Peneliti akan membagi sistematika
penelitian menjadi lima bagian, antara lain:

1. Bab Pertama: Pada bab ini, peneliti menjabarkan gambaran umum dari
permasalahan yang peneliti angkat. Peneliti berusaha untuk menjabarkan
serta menjelaskan problematika dari fenomena yang peneliti angkat.
Dalam bab ini Peneliti menyantumkan latar belakang masalah, rumusan
masalah, tujuan dan manfaat penelitian, tinjauan pustaka, argumentasi

utama, serta sistematika pembahasan.



2. Bab Kedua: Pembahasan mengenai konsep penelitian, yang di dalam bab
ini menguraikan definisi konseptual serta teori yang digunakan oleh
peneliti.

3. Bab Ketiga: Peneliti akan menjelaskan metode yang peneliti gunakan
dalam menjawab permasalahan dari fenomena yang peneliti angkat.
Kemudian, pada sub bab metode penelitian ini juga mencantumkan
pendekatan dan jenis penelitian, lokasi dan waktu penelitian, tingkat
analisa (level of analysis), tahap — tahap penelitian, teknik pengumpulan
data, teknik analisa data, hingga metode pemeriksaan keabsahan data.

4. Bab Keempat: Berisi penyajian dan analisis data mengenai peran Pusat
Pendidikan Warga Negara Indonesia (PPWNI) sebagai instrumen
pemenuhan hak pendidikan anak Indonesia di Klang, Malaysia.

5. Bab Kelima: Merupakan bab terakhir dalam penelitian ini, yang mencakup
kesimpulan atas seluruh proses penelitan ini serta jawaban dari rumusan
masalah yang telah peneliti ajukan. Pada bab ini peneliti juga

mencantumkan saran — saran atas penelitian.



BAB |1

LANDASAN KONSEPTUAL

Pada bab landasan konseptual ini, peneliti memasukkan definisi konseptual
berupa: Peran, PPWNI, dan hak pendidikan anak. Serta menggunakan konsep

education for all, dan Community Learning Center (CLC)

Penggunaan konsep Education For All (EFA) akan sangat membantu bagi
peneliti dalam menganalisa fenomena pemenuhan hak pendidikan anak Indonesia
di Klang, Malaysia. Melalui dilakukannya analisa, maka dapat diketahui maksud,
tujuan, serta manfaat dari penelitian ini. Pemakaian konsep ini juga digunakan
sebagai pisau untuk mengetahui isi serta seberapa penting fenomena yang diteliti
oleh peneliti, dan manfaat yang akan didapatkan. Berikut penjelasan mengenai
konseptualisasinya.

A. DEFINISI KONSEPTUAL

Definisi konseptual adalah salah satu aspek penting dari sebuah
penelitian yang disusun. Jika suatu penelitian telah menemukan masalah yang
akan diteliti serta kerangka teoritisnya maka fakta — fakta penggiring untuk
mencapai tujuan dari penelitian tersebut dapat diketahui. Definisi konseptual
sendiri merupakan definisi ringkas untuk fakta — fakta tersebut.

Oleh karena itu, penelitian perlu membatasi konsep yang dilampirkan,
yang dalam penelitian ini memiliki judul “Peran Pusat Pendidikan Warga

Negara Indonesia (PPWNI) Sebagai Instrumen Pemenuhan Hak Pendidikan
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Anak Indonesia Di Klang, Malaysia” memiliki beberapa konsep diantaranya,
yaitu:

1. Konsep Peran

Sudarhono mendeskripsikan bahwa “Peran adalah seperangkat
patokan yang membatasi perilaku yang harus dilakukan oleh seseorang
yang menduduki suatu posisi apabila bertentangan dapat menimbulkan
suatu konflik peran, yang terjadi bila harapan-harapan yang diarahkan
pada posisi yang diduduki tidak sesuai dengan semestinya.” Pada paparan
tersebut dapat dilihat jika peran melibatkan kewajiban, hak, dan Kinerja
yang diharapkan dari individu yang telah diberikan posisi/ tempat dalam

struktur sosial tertentu.33

Sedangkan Bruce J. Biddle, memiliki dua pendapat tentang
pengertian peran, yaitu: “pertama, peran adalah pusat perilaku individu
dalam kehidupan sehari — hari dan masing-masing memperlihatkan
perannya dengan cara yang berbeda — beda. Kedua, peran tidak hanya
terjadi dalam kehidupan sehari-hari dan menjadi perhatian bagi pelaku
peran tetapi juga digambarkan dalam novel maupun teater.”3* Oleh karena
itu dapat disimpulkan jika peran merupakan bagaimana suatu individu,
kelompok, atau negara untuk mengambil hak dan menjalankan kewajiban

dan kinerja dalam suatu lingkungan masyarakat.

33 Suhardono Edy, 1994, Teori Peran: Konsep, Derivasi, Dan Implikasinya, (Jakarta: Gramedia
Pustaka Utama) HIm 14

34 Bruje J. Biddle, Role Theory: Expectations, Identities, And Behaviors 1979, (Columbia: The
University Of Missouri), HIm 57.



Untuk memberikan pengertian dan mengubah suatu pandangan
akan pentingnya pendidikan bagi anak —anak pekerja migran Indonesia,
Khususnya bagi mereka yang tidak memiliki dokumen identitas resmi.
Sekolah ini memiliki peran yang penting untuk memberikan pencerahan,
pemahaman serta suatu solusi bagi pendidikan anak Pekerja migran
Indonesia di wilayah Klang, Malaysia. PPWNI mempunyai peran serta
hak dan kewajiban yang jelas dalam suatu lingkungan masyarakat di
Klang. Sekolah ini memiliki kewajiban terhadap siswa, seperti dilansir
oleh Kemendikbud, jika siswa di sekolah sudah seharusnya mendapatkan
ilmu  pengetahuan, pendidik, mendapatkan perlindungan, dan

mengembangkan diri.>®

Dapat disimpulkan jika PPWNI mempunyai peran untuk
memberikan pendidikan yang layak kepada anak — ana Indonesia di Klang,
Malaysia. Sedangkan hak yang seharusnya diperoleh oleh PPWNI adalah
fasilitas bantuan penunjang kegiatan belajar mengajar, mulai dari untuk
fasilitas pelayanan pendidikan yang layak seperti gedung, buku pelajaran,
serta alat — alat pendidikan. Hak seimbang yang seharusnya diterima oleh
PPWNI akan menunjang semakin baiknya kelayakan pemenuhan
kewajiban. Peran PPWNI yang seimbang melalui hak dan kewajiban akan

membuat anak — anak yang bersekolah di PPWNI dapat menikmati

% Vanya Nada, Hak Dan Kewajiban Sebagai Siswa, Kompas. Diakses Dari
Amp.Kompas.Com/Skola/Read/2021/01/13/145912369/Hak-Dan-Kewajiban-Sebagai-Siswa, Pada
22 Juni 2020 Pukul 14.40



pendidikan dengan baik dan nyaman tanpa perlu khawatir hak

pendidikannya tidak terpenuhi.

. Profil PPWNI

Pusat Pendidikan Warga Negara Indonesia (PPWNI) Insan
Malindo Klang merupakan sekolah Indonesia yang berdiri di Sri Angkasa
Apartemen Blok K, Jalan Batu Unjur 10, Taman Bayu Perdana 41200
Klang, Selangor, Malaysia.®® Sekolah ini berdiri atas inisiatif Bapak Raja
Kamarudin. Pria keturunan bugis — melayu ini juga merupakan penasihat
Persatuan Masyarakat Bugis Malaysia — Indonesia. Bapak Raja berserta
istrinya, Sarinah. Mendirikan sekolah ini karena melihat fenomena
banyaknya anak Indonesia yang bertempat tinggal di Klang, Malaysia dan
tidak mendapatkan kesempatan untuk bersekolah yang layak. Bahkan anak
—anak ini tidak mendapatkan pendidikan dasar, seperti membaca, menulis,
dan berhitung,?

Berdirinya sekolah ini juga melihat hak pendidikan merupakan
bagian bagian dari hak asasi manusia atau human rights, yang perlu
dilindungi dan dijaga. Konsep dasar education for all (EFA) melihat
PPWNI memiliki peran cukup signifikan dalam memenuhi hak pendidikan

anak Indonesia di Klang, Malaysia.

6\Wawancara Dengan Bu Helni, Selaku Tenaga Pengajar Di PPWNI Pada 20 Oktober 2020
$"Wawanacara Dengan Pak Tommy, Selaku Direktur NGO International Youth Program Pada 19
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Gambar 4.2 PPWNI tampak depan
(sumber : data pribadi peneliti pada November 2019)

Karena pada dasarnya pendidikan merupakan hal yang sangat krusial
dan dibutuhkan bagi setiap individu, terutama bagi anak — anak yang
merupakan usia 'pondasi’ bagi kehidupan manusia. Namun dilihat dari
banyaknya anak — anak Indonesia kesulitan mendapatkan akses pendidikan
karena identitas ilegal mereka membuat kita semua sadar jika masih banyak
katerbatasan — keterbatasan dalam hal pendidikan. Walapupun pada
hakikatnya telah ada frame besar yang melindungi pendidikan bagi anak,
yakni konsep education for all.

Hingga akhirnya berdirilah “Sanggar Belajar Klang” (yang sampai
sekarang dikenal dengan PPWNI) ini pada tahun 2010. Berawal bertempat di
gedung milik Pak Raja di Sri Andalas, Klang, Selangor. Sanggar belajar ini

beroperasi dengan baik, sanggar belajar ini juga merupakan jawaban dari rasa



haus akan pendidikan bagi anak — anak Indonesia di Klang, Malaysia, sekolah
ini pada awaknya juga mempergunakan Warga Negara Malaysia sebagai
pembantu Bapak Raja beserta istrinya dalam Kegiatan Belajar Mengajar.
Semakin lama anak — anak yang datang untuk belajar pun semakin banyak
hingga 40 — 60 anak. Kemudian karena terlalu banyak siswa yang datang dan
tempat kurang memadai, maka dipindahlah sekolah ini dengan menyewa

tempat di Taman Bayu Perdana, Klang ini.%®

Gambar 4.3 PPWNI tampak samping
(sumber : data pribadi peneliti pada November 2019)

Sekolah yang berdiri di Taman Bayu Perdana, Klang ini awalnya hanya
sebatas sanggar belajar atau community learning center (CLC) bagi anak —
anak Indonesia yang tidak mendapat pendidikan dasar. Namun karena
banyaknya siswa yang ingin belajar ini akhirnya membuat Bapak Raja

mengajukan ijin pendirian sekolah kepada pihak KBRI dan pemerintah

$8wWawancara Dengan Bu Helni, Selaku Tenaga Pengajar Di PPWNI Pada 20 Oktober 2020



Selangor, tetapi karena sanggar belajar Klang ini menampung anak — anak
PMI ilegal maka sulit untuk mendapatkan ijin sebagai Sekolah Dasar (SD)
untuk berdiri dan bergelar sebagai sekolah yang layak. Sehingga sekolah ini

hanya mendapat ijin sebagai Sekolah Agama.*

Gambar 4.4 PPWNI tampak belakang
(sumber : data pribadi peneliti pada November 2019)
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Gambar 4.5 PPWNI di Klang, Malaysia
(sumber : data pribadi peneliti pada November 2019)

Pada dasarnya informasi resmi mengenai sekolah ini sangat minim, dan
hampir tidak ada, bahkan untuk skala worldwide internet, hanya ada
beberapa, dan hanya memuat informasi dasar saja, hal ini dikarenakan
memang sekolah ini ‘tersembunyi’ dan menampung anak — anak PMI illegal.
Sekolah PPWNI yang berdiri di dalam kompleks perumahan susun Taman
Bayu, Klang ini, terdiri dari 5 (lima) ruang. 4 (empat) ruang difungsikan
sebagai kelas dan 1 (satu) ruang menjadi ruang guru serta tempat peralatan
sekolah.

Kemudian pada 2017 lalu sekolah PPWNI ini juga telah membuka
program Sekolah Menengah Pertama (SMP), hal ini disebabkan karena
banyaknya permintaan yang datang, serta tidak ada sekolah sekolah lanjutan

bagi anak — anak yang lulus setelah Sekolah Dasar (SD).*°

“40\Wawancara Dengan Bu Helni, Selaku Tenaga Pengajar Di PPWNI Pada 20 Oktober 2020



Sekolah ini masih memakai kurikulum KTSP, hal ini kurikulum KTSP
lebih mudah untuk implementasikan pada sekolah ini daripada kurikulum K —
13. Hal tersebut disampaikan oleh tenaga pengajar PPWNI, Nur Helny
Kuswanty :

. Klang masih KTSP, kenapa KTSP? Karena anak —
anak disini tidak mau belajar sendiri, mereka maunya ‘disuapin’.
Jadi kita kalau mau menggunakan K 13 juga tidak bisa, kan buku K
13 juga harus dicoret — coret karena banyak penugasan, dan
kondisi untuk buku, jika kita tiap tahun harus foto kopi buku kan
pendanaannya tidak ada, jadi menggunakan KTSP karena kan
bukunya bisa digunakan setiap tahun. Kemudian materinya kita
juga enak mengajarkannya, kalau K 13 kan susah, susahnya karena
kemampuan anak kan tidak rata vya. Kemudian mau
menggelompokkan anak juga susah.**

Gambar 4.6 Kegiatan Belajar Mangajar (KBM) di PPWNI, Klang
(sumber : data pribadi peneliti pada November 2019)

41 |bid, Wawancara Bu Helny.,



Pada kurikulum K — 13 memerlukan buku kepemilikan pribadi yang
dapat langsung dipergunakan anak tanpa harus mengembalikan kepada
sekolah, sedangkan bagi PPWNI buku untuk pembelajaran kuantitasnya
masih minim, serta dana untuk mencopy buku menjadi banyak juga minim.
Apalagi jika nantinya untuk keperluan buku. Kurikulum K — 13 juga
mengeneralisasikan siswa mendapatkan pelajaran yang sama semua,
sedangkan akan sulit jika anak memiliki banyak berbedaan, oleh karena itu,
kurikulum KTSP dirasa sangat cocok untuk sekolah PPWNI. Kemudian
untuk pelajaran sendiri, sama dengan yang pelajaran kurikulum KTSP di
Indonesia, seperti matematika, IPA, agama, SBK, dan olahraga.*?

Walaupun berada di luar negeri, namun sekolah ini tidak bisa
dikatakan sebagai sekolah di luar negeri dalam prespektif masyarakat yang
elit, sekolah ini bisa dikatakan sama dengan kondisi sekolah di daerah 3T
(terdepan, terluar, dan tertinggal). Kemampuan anak juga berbeda, karena
para siswa disini benar — benar dididik dari nol, dan kebanyakan dari mereka
memang mendapatkan pelajaran mengenai moral hingga ilmu pelajaran hanya
dari sekolah ini saja.** Sekolah PPWNI ini juga memberikan dua jenjang
pendidikan wajib bagi anak PMI, yakni Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah
Menengah Pertama (SMP). ** Sehingga dapat dikatakan Sekolah ini memiliki

peran kunci sebagai bagian dari Education For All.

42 |bid, Wawancara Bu Helny.,
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3. Hak Pendidikan Anak

Hak Asasi Manusia merupakan sesuatu yang telah dimiliki
seseorang sejak berada di dalam kandungan. Misalnya hak untuk hidup,
hak memperoleh pendidikan, hak memperoleh kehidupan yang layak, hak
mengeluarkan pendapat baik lisan maupun tulis, hak memiliki kedudukan
yang sama di depan hukum, dan lain sebagainya.”®> HAM atau human
rights adalah kepemilikan mutlak yang dimiliki seseorang dan tidak dapat
diambil oleh siapapun. Semua orang memiliki hak yang sama, tak

terkecuali anak.

Berdasarkan UU No. 23 Tahun 2002, anak adalah amanah dan
karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam dirinya melekat harkat dan
martabat sebagai manusia seutuhnya. Anak juga merupakan tunas, potensi,
dan generasi muda penerus cita — cita perjuangan bangsa, mempunyai
peran strategis dan memiliki ciri dan sifat khusus yang menjamin
kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan. Karena
harapan tersebut, nantinya setiap anak kelak mampu membawa tanggung
jawab. Oleh sebab itu, maka setiap anak perlu mendapatkan kesempatan
yang seluas — luasnya untuk dapat tumbuh dengan optimal, baik fisik,
mental maupun sosial, dan berakhlak mulia, perlu dilakukan upaya

perlindungan serta untuk mewujudkan kesejahteraan anak dengan

“Serafica Gischa. Pengertian Hak Dan Bagiannya. Diakses Dari
Https://Www.Kompas.Com/Skola/Read/2019/12/31/120000369/Pengertian-Hak-Dan-
Bagiannya?Page=All. Pada 24 Maret 2020
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memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak — haknya serta adanya

perlakukan tanpa diskriminasi.*®

Seperti paparan di atas, anak sudah seharusnya terpenuhi semua
kebutuhan dan haknya, tak terkecuali hak akan pendidikan. Tidak hanya
undang — undang Indonesia saja yang mengatur dan melindungi tentang
hak anak, melainkan dunia internasional telah mengaturnya dalam
konvensi hak — hak anak PBB (Convention On The Rights of The Child
1989), konvensi ini mengatur hal apa saja yang harus dilakukan negara
agar tiap — tiap anak dapat tumbuh sesehat mungkin, bersekolah,
dilindungi didengar pendapatnya, dan diperlakukan dengan adil.*’ Di
konvensi ini juga dijelaskan jika anak harus bebas dari diskriminasi dan
setiap tindakan serta kepentingan harus merupakan demi kebaikan anak

tersebut.

Pendidikan dasar anak merupakan langkah awal dalam proses
pembelajaran kehidupan yang akan dialami oleh anak tersebut. Oleh
karenanya, pendidikan anak merupakan hal yang sangat penting, karena
jika langka awal proses pembelajaran anak terganggu maka, akan sangat
berdampak pada keberlangsungan kehidupan anak tersebut. Dalam hal ini
anak — anak Indonesia diwilayah Klang, Malaysia pun tak terkecuali,

setiap anak berhak atas pendidikan tanpa diskriminasi.

46UU Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak
#Unicef. Convention On The Rights Of The Child. 1989. Pasal 1. Diakses Dari
Https://Www.Unicef.Org/Indonesia/ld/Konvensi-Hak-Anak-Versi-Anak-Anak Pada 11 Juni 2020
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B. KONSEP EDUCATION FOR ALL (EFA)

Lebih dari 72 tahun yang lalu, pendidikan dideklarasikan menjadi hak
asasi dasar bagi manusia (basic human rights) yang tercantum di dalam
Universal Declaration of Human Rights pada 10 Desember 1948, pada pasal
26 yang berbunyi “everyone has the right to education. Education shall be
free, at least in the elementary fundamental stages. Elementary education
shall be compulsory”*® kemudian ditegaskan kembali dalam The
International Convenant on Economic, Social and Culture Rights (1966), The
Conventional on the Elimination of Discrimination Against Women (1979),

dan the Convention on the Rights of the Child (1989).4°

Kemudian pada 5 — 9 March 1990 di Jomtien, Thailand. World
Conference on Education for All 150 negara menekan percepatan usaha
pemenuhan hak pendidikan. Yang dalam pasal 1 sudah dijelaskan jika “every
person — child, youth, and adult — shall be able to benefit from educational

opportunities designed to meet their learning need”*°

Selanjutnya 10 tahun sejak pertemuan dunia tentang pendidikan untuk
semua berlalu, tepatnya pada tahun 2000, dilakukan penegasan lagi dalam

Forum Dunia di Dakar, Senegal, ditandatangani oleh 180 Negara. Yang di

48 Universal Declaration Of Human Rights. Article 26. Diakses Dari
Https://Www.Un.Org/En/About-Us/Universal-Declaration-Of-Human-Rights Pada 14 Juli 2021
49 Campaign For Education. About Education For All. Diakses Dari
Https://Campaignforeducation.Org/En/What-We-Do/Policy-And-Advocacy/Archive/About-
Education-For-All/ Pada 14 Juli 2021 Pukul 09.51

50 'World Declaration On Education For All And Framework For Acrtion To Meet Basic Learning
Needs Article 1, HIm.3
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dalamnya memuat 6 (enam) tujuan Education For All (EFA), yang di lakukan

sampai dengan tahun 2015, yakni:>!

Tujuan 1: Memperluas dan Menigkatkan perawatan dan pendidikan
anak usia dini yang komprehensif, terutama untuk anak — anak yang
paling kurang beruntung dan rentan.

e Tujuan 2 : Semua anak, terutama anak perempuan, anak — anak dalam
keadaan sulit dan mereka yang termasuk etnis minoritas memiliki
akses ke pendidikan dasar gratis, berkualitas dan wajib tahun 2015.

e Tujuan 3 : Memastikan bahwa kebutuhan belajar semua orang muda
dan orang dewasa terpenuhi melalui akses yang adil ke program
pembelajaran dan keterampilan hidup yang sesuai.

e Tujuan 4: Mencapai peningkatan 50 % dalam tingkat melek huruf
orang dewasa pada tahun 2015, terutama untuk wanita, dan akses
yang adil ke pendidikan dasar dan bekelanjutan untuk semua orang
dewasa.

e Tujuan 5 : Menghapus disparitas gender dalam pendidikan dasar dan
menengah pada tahun 2005, dan mencapai kesetaraan gender dalam
pendidikan pada tahun 2015, dengan fokus pada memastikan akses
penuh dan setara bagi anak perempuan dan pencapaian dalam
pendidikan dasar yang berkualitas baik.

e Tujuan 6 : Meningkatkan setiap aspek kualitas pendidikan, dan

memastikan keunggulannya sehingga hasil belajar yang diakui dan

51 UNESCO. Education For All : National EFA 2015 Review, HIm 8



terukur dapat dicapai oleh semua, terutama dalam literasi, numerasi,

dan keterampilan hidup yang esensial.

Konsep EFA telah diterapkan oleh Indonesia. Sejalan dengan
pembukaan atau preambule UUD 1945, serta pada pasal 31 UUD 1945 ayat
(1) yang berbunyi “setiap warga berhak mendapat pendidikan”, dan ayat (3)
“Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan
nasional yang meningkatkan keimanan dan ketagwaan, serta akhlak mulia
dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, diatur dengan undang —

undang”.>2

Kemudian UUD 1945 pasal 28 ayat 1, “setiap orang berhak
mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak
mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan
teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi

kesejahteraan umat manusia.”>

Setiap individu memiliki hak atas pendidikan, begitu juga anak — anak.
Dalam UU No. 23 Tahun 2002 tentang pelindungan anak, pasal 9 ayat (1),

disebutkan ‘setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran

2yuD 1945, Diakses Dari
Http://Perpustakaan.Bappenas.Go.ld/Lontar/File?File=Digital/Blob/F30670/Mendiknas%20Sambu
t%20Gembira%20Perubahan%20Pasal%2031%20UUD%201945. Htm#:~: Text=Bunyi%20Pasal%
2031%20UUD%2045, Yang%20meningkatkan%20keimanan%20dan%20ketakwaan%2C Pada 18
Mei 2020

53 Desika Pemita. Isi Pasal 28 UUD 1945 Sebelum Dan Sesudah Amandemen. Diakses Dari
Https://Www.Google.Com/Amp/S/Amp.Tirto.ld/lsi-Pasal-28-Uud-1945-Sebelum-Dan-Sesudah-
Amandemen-F8eh Pada 14 Juli 2021 Pukul 10.48
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dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai

minat dan bakatnya’.%*

Hak pendidikan anak juga terkandung di dalam konvensi hak — hak
anak (Convention on the right of the child) pada tahun 1989 oleh majelis
umum PBB, dan telah diratifikasi oleh Negara — Negara anggota, termasuk
Indonesia dan Malaysia, yang pada pasal 28 berbunyi “Tiap anak berhak
mendapatkan pendidikan yag berkualitas. Pendidikan dasar perlu tersedia
gratis, pendidikan menengah dapet diakses, dan anak didorong menempuh
pendididkan hingga tingkat tertinggi yang dimungkinkan. Disiplin yang
diterapkan sekolah — sekolah haruslah tetap menghormati hak dan martabat

anak”.%®

Setiap anak memiliki hak yang sama untuk mendapatkan akses
pendidikan tanpa terkecuali anak Pekerja Migran Indonesia (PMI), dalam
konvensi hak — hak anak tersebut, hak anak harus dipenuhi tanpa adanya
diskriminasi. Negara — Negara peratifikasi CRC/ KHA wajib melakukan
harmonisasi hukum, dengan memeriksa, menganalis, menganalisis serta
meninjau kembali perundang — undang, meninjau pelaksana KHA, serta

pengefektifan penyelarasan dengan undang — undang Negara tersebut.>®

5 UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Pelindungan Anak

Unicef. Convention On The Right Of The Child 1898. Pasal 28, Diakses Dari
Https://Www.Unicef.Org/Indonesia/ld/Konvensi-Hak-Anak-Versi-Anak-Anak Pada 12 Mei 2020
% Sofyan Syukrie, “Pelaksanaan Konvensi Hak-Hak Anakditinjau Dari Aspek Hukum, ’Makalah
Dalam Lokalnya Pelaksanaan Konvensi Hak Anak Yang Diselenggarakan Unicef Dan Kantor
Menko Kesra Di Bogor Pada Tanggal 30 Oktober S.D. 2 Okober 2 November 1995, H. 32.
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C. COMMUNITY LEARNING CENTER (CLC)

Community Learning Center (CLC) adalah pusat pembelajaran
komuniti atau institusi pendidikan yang menyediakan pendidikan alternatif
kepada anak — anak TKI yang berada di ladang di negeri Sabah,
Malaysia.®” CLC dilatarbelakangi Undang — Undang Republik Indonesia
Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional, Pasal 6 ayat
(1) yaitu :

“Setiap warga negara yang berusia tujuh tahun sampai
dengan 15 tahun dimanapun mereka berada baik di dalam negeri
maupun diluar Negara Kesatuan Republik Indonesia wajib
mengikuti pendidikan dasar”®
Memfasilitasi keberlanjutan pendidikan anak — anak CLC ke

jenjang lebih tinggi hingga meraih impian mereka merupakan salah satu
jalan mengembalikan anak — anak TKI ke Tanah Air dengan harapan masa
depan yang lebih baik.>®

Cita — cita mencerdasarkan kehidupan bangsa, memberikan
pendidikan pada semua anak Indonesia tanpa terkecuali, serta sejalan
dengan konstitusi Republik Indonesia. Merupakan tujuan yang diinginkan
oleh PPWNI juga. PPWNI menginginkan seluruh anak Indonesia yang

berada di Klang, Malaysia mendapatkan pendidikan yang layak tanpa

diskriminasi dan pengecualian. Sehingga anak — anak akan tumbuh lebih

57 Direktorat Sekolah Dasar. “Community Learning Center” Diakses

Darihttp:

/IDitpsd.Kemdikbud.Go.ld/Hal/Community-Learning-Center-Clc Pada 15 Juli 2021,

Pukul 14.08
%8 Undang — Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan

Nasional

59 Ibid, Direktorat Sekolah Dasar,



bermatabat. Pendidikan juga menjadi rute tercepat dan paling baik yang
dapat dilalui anak — anak PMI ilegal di Klang, Malaysia untuk mengubah
kehidupan serta masa depan menjadi lebih baik. Sehingga saat mereka
akan kembali ke Indonesia setidaknya sudah memiliki bekal ilmu yang
mumpuni.

Dalam hubungan internasional terdapat state actor dan non — state
actors. Karena kompleksnya isu dan fenomena dalam studi hubungan
internasional membuat munculnya Non — state actors. Hal tersebut
dikarenakan aktor negara tidak dapat sendiri untuk menyelesaikan atau
menanggapi semua isu dalam dunia hubungan internasional, tak terkecuali
dalam dunia pendidikan. Sebagai contoh adalah CLC.

PPWNI muncul dalam peran sebagai non — state sctor yang
berperan dalam pemenuhan hak pendidikan anak Indonesia di Klang,
Malaysia. Walaupun sebagai non — state actor , tetapi PPWNI masih harus
berhubungan dengan negara, atau pemerintah Indonesia. Mulai dari
bagaimana negara harus mengetahui keberadaan PPWNI serta bantuan
yang harus didapat dari negara. Karena peran yang dilakukan oleh PPWNI
sebagai CLC pemenuh hak pendidikan anak Indonesia juga akan sangat

berdampak kepada negara atau Indonesia.



BAB Il1

METODE PENELITIAN

Pada bab metode penelitian ini, peneliti menggunakan jenis penelitian
kualitatif. Dengan penelitian kualitatif. Peneliti dapat melakukan interaksi sosial
dengan responden terkait penelitian serta mendapat jawaban eksklusif sebagai
bagian dari data primer dari responden. Sehingga data — data tersebut akan sebagai
penguat dalam penelitian peneliti.

Selain itu, dengan menggunakan metode penelitian kualitatif,
memungkinkan peneliti untuk membangun jaringan sebagai bagian dari
keberlanjutan penelitian kedepannya. Hal ini juga akan sangat bermanfaat bagi
kedua pihak terkait, dikarenakan pendekatan kualitatif oleh peneliti, dilakukan
dengan respoden terkait secara langsung, sehingga penelitian ini akan optimal.

Hasil dari data temuan peneliti akan disajikan pada pembahasan dalam
penelitian ini. Data akan menjadi bukti jika penelitian melakukan pengumpulan
secara bertahap, sehingga pengumpulan dan penyajian data akan mudah

dimengerti.

A. PENELITIAN KUALITATIF

Penelitian kualitatif merupakan suatu bentuk aksi sosial yang terpusat

pada cara masyarakat memaknai serta memahami realitas sosial yang ada
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dengan apa yang mereka pahami.®® Tujuan dari kualitatif adalah dapat,
mendeskripsikan serta menginterpretasikan isu atau fenomena sosial secara
sistematis dari sudut pandang individu maupun kelompok, dan untuk

memperoleh suatu konsep atau teori baru.5!

Untuk mendapatkan hasil dari penelitian kualitatif yang valid, masih
dibutuhkan beberapa persyaratan yang harus diikuti sebagai syarat dari
pendekatan kualitatif, mulai dari data temuan, cara atau teknik pencarian data,
pengolahan data hingga analisa.®> Metode penelitian ini berusaha
mengungkap fenomena dalam individu, kelompok, masyarakat, dan
organisasi berdasarkan data — data yang ditemukan serta dapat dipertanggung

jawabkan keabsahannya.

Jenis penelitian yang dipakai dalam penelitian ini adalah kualitatif
deskriptif. Kualitatif deskriptif adalah penelitian yang dimaksudkan untuk
memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian.
Misalnya perilaku persepsi, motivasi, tindakan, dan lain-lain secara holistik
dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa pada suatu
konteks khusus yang alamiah serta dengan memanfaatkan berbagai metode

alamiah.%®

80Haradhan Kumar Mohajan. “Qualitative Research Methodology In Social Sciences And Related
Subjects ”. Journal Of Economic Development, Environment And People Vol-7, Munich: MPRA,
(2018) HIm 24

®11bid.,

62 Djunaidi Ghony Dan Fauzan Almansyur, “Metodologi Penelitian Kualitatif”, Jogyakarta : Ar —
Ruzz Media, 2013, HIm 25

83Tohirin, “Metode Penelitian Kualitatif Dalam Pendidikan Dan Imbingan Konseling” (Jakarta :
PT Raja Grafindo Persada, 2012), HIim. 3.



Menurut Nana Syodih, kualitatif deskriptif merupakan pendekatan
penelitian yang bertujuan menggambarkan dan mendeskripsikan fenomena —
fenomena yang ada, baik bersifat alamiah maupun rekayasa manusia. Yang
lebih  memperhatikan mengenai karakteristik, kualitas, keterkaitan antar

kegiatan.®

Penelitian kualitatif deskriptif juga dapat diartikan, peneliti yang
hendak menggambarkan suatu gejala (fenomena) atau sifat tertentu, tidak
untuk mencari atau menerangkan keterkaitan antar variabel.®® Oleh sebab itu,
penelitian ini akan menggambarkan secara deskriptif keadaan pada subjek
penelitian, tanpa mengubah data atau angka, yang tidak sesuai subjek

penelitian

Penelitian dengan judul “Peran Pusat Pendidikan Warga Negara
Indonesia (PPWNI) dalam Memenuhi Hak Pendidikan Anak Indonesia di
Klang, Malaysia” ini merupakan penelitian yang menggunakan pendekatan
kualitatif deskriptif. Dimana peneliti berusaha untuk menggambarkan dan
mendeskripsikan fenomena yang ada, kemudian peneliti juga akan

menghadirkan data deskriptif berupa kata — kata tertulis dalam penelitian ini.

%Nana Syaodih Sukmadinata, “Metode Penelitian Pendidikan” .Bandung: Pt Remaja Rosdakarya,
2011. HIm 7

®Wina Sanjaya, “Penelitian Pendidikan : Jenis, Metode, Dan Prosedur”, ( Jakarta : Kencana
Prenada Media Group, 2013), HIm. 59



B. LOKASI PENELITIAN

Dalam melakukan penelitian ini, Lokasi atau tempat yang dipilih oleh
peneliti adalah sekolah Pusat Pendidikan Warga Negara Indonesia (PPWNI)
yang beralamat di Sri Angkasa Apartement Blok K, Jalan Batu Unjur 10,
Taman Bayu Perdana 41200 Klang, Selangor, Malaysia.

Lokasi penelitian ini dipilih berdasarkan pertimbangan peneliti atas
topik yang dibahas, dalam hal ini, PPWNI merupakan pelaku utama subjek

penelitian dan sangat relevan untuk dijadikan sebagai lokasi penelitian.

C. DATA DAN SUMBER PENELITIAN

Data merupakan sekumpulan informasi atau juga keterangan -
keterangan dari suatu hal yang diperoleh dengan melalui pengamatan atau
juga pencarian ke sumber — sumber tertentu.®® Data merupakan bagian dari
penelitian yang didalamnya harus benar, untuk dapat menyusun penelitian
yang baik. Sumber data yang dicari oleh peneliti berasal dari subjek

penelitian yang diteliti.

Pada dasarnya sumber data kualitatif adalah berupa kata — Kata,
tindakan. Dan selebinya adalah data tambahan dalam bentuk dokumen dan
lainnya.®” Pengumpulan data yang dilakukan pada penelitian ini dengan

menggunakan sumber data primer dan data sekunder. Data primer merupakan

% Parta Ibeng, “Pengertian Data, Fungsi Data, Dan Macam Jenisnya”, Pendidikan : 2021, Diakses
Dari Https://Pendidikan.Co.ld/Pengertian-Data/ Pada 19 Juni 2021

57 Lexy J Moleong, “Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya,
2012),HIm.157



https://pendidikan.co.id/pengertian-data/

sumber data yang langsung memberikan informasi kepada pengumpul data,
dan sumber data sekunder adalah sumber yang secara tidak langsung

memberikan data pada pengumpul data.%®

1. Data Primer
Data primer merupakan data yang belum pernah dikumpulkan
sebelumnya, dan dikumpulkan semata — mata untuk tujuan penelitian, data
primer mengacu pada data yang berasal dari peneliti untuk pertama
kalinya.%® Pada data primer ini diambil melalui tahapan wawancara kepada
pihak terkait.
Yakni perwakilan tenaga pendidik sekolah Pusat Pendidikan
Warga Negara Indonesia (PPWNI) di Klang, Malaysia. Dan perwakilan
IYP sebagai NGO yang telah lama membantu dalam pemberian bantuan
kepada sekolah PPWNI. Sumber data ini dikenal dengan responden.
Dalam penelitian kualitatif tingkat kedudukan para responden sangatlah
penting. Karena para responden pada saat proses pengumpulan data tidak
hanya memberikan jawaban dari pertanyaan peneliti, tetapi juga akan
mengoreksi jika arah atau sajian penelitian yang menyimpang.
2. Data Sekunder
Data sekunder adalah berbagai informasi yang telah ada sebelumnya
dan dengan sengaja dikumpulkan oleh peneliti yang digunakan untuk

melengkapi kebutuhan data penelitian, data sekunder ini biasanya bisa

8 Komariah, Riduwann (Ed), “Metodologi Penelitian Kualitatif”, (Bandung: Alfabeta, 2009),
Him. 145

8 Syafnidawaty, “Perbedaan Data Primer Dan Data Sekunder”, Rahaja: 2020, Diakses Dari
Https://Rahaja.Ac.1d/2020/11/09/Perbedaan -Data-Primer-Dan-Data-Sekunder/ Pada 19 Juni 2021



https://rahaja.ac.id/2020/11/09/perbedaan%20-data-primer-dan-data-sekunder/

didapatkan melalui buku, publikasi pemerintah, catatan internal organisasi,
laporan, jurnal, hingga berbagai situs yang berkaitan dengan informasi
yang sedang dicari.”®

Data sekunder sebagai data penunjang dari data primer. Bahan
tambahan untu data ini berasal dari berita dan artikel yang membahas
mengenai sekolah PPWNI, kemudian undang — undang serta pasal — pasal
baik nasional maupun internasional yang menjelaskan tentang
perlindungan pendidikan bagi semua individu, khususnya pendidikan bagi
anak — anak. Dalam konteks penelitian ini adalah anak — anak Indonesia

yang kurang mendapatkan akses pendidikan di Klang, Malaysia.

D. TEKNIK PENGUMPULAN DATA

Berdasarkan jenis penelitian yang digunakan peneliti, yakni penelitian
kualitatif, maka teknik pengumpulan data menggunakan metode wawancara
sebagai data primer. Dalam hal ini, peneliti melakukan wawancara kepada
pihak terkait penelitian. Pertama yakni kepada pihak Pusat Pendidikan
Warga Negara Indonesia (PPWNI) yang diwakili oleh tenaga pengajar yakni
Ibu Helny Kuswanty, kemudian yang kedua adalah non — government
organization (NGO) bernama International Youth Program (IYP), yang telah
bertahun — tahun membantu pihak PPWNI dalam keberlangsungan proses

belajar mengajar, yang diwakili oleh Bapak Tommy selaku founder 1'YP.

70 Ibid, Syafnidawaty.,



Selain itu, sebagai data penunjang dalam menjawab rumusan masalah
atas isu yang peneliti angkat di dalam skripsi ini, peneliti juga mengumpulkan
berbagai data dan informasi yang relevan dengan isu peneliti. Adapun data
yang peneliti kumpulkan merupakan data sekunder, yang mana peneliti
melakukan pengumpulan data dari pihak ketiga, seperti studi literatur dari

buku, artikel jurnal, laporan, hingga berita.

E. TAHAPAN PENELITIAN

Pembahasan tentang tahapan — tahapan penelitian kualitatif sangat
bervariatif, dilihat dari pandangan siapa yang digunakan. Peneliti memilih
menyusun tahapan-tahapan penelitian berdasarkan tahapan penelitian yang

disusun oleh W. Lawrence Neuman,’* antara lain:

Acknowledge self

and context Adopt a perspective

Design a study and
Inform others collect, analyse, and
interpret data

Bagan 3.1 Tahapan — Tahapan Penelitian menurut W. Lawrence Neumann

(Sumber: Social Research Methods: Qualitative and Quantitative Approaches)

"IW. Lawrence Neumann. “Social Research Methods: Qualitative And Quantitative Approaches ”.
(Edinburgh: Pearson Education Limited, 2014) Him. 17-20
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1. Acknowledge self and context

Yang pertama yakni, jika meneliti suatu fenomena sosial, maka
peneliti memulai dari pemilihan topik yang berlanjut dengan menempatkan
topik yang telah dipilih di dalam konteks sosial-historis. Karena subjek
penelitian tidak memiliki media sosial sebagai alat penunjang promosi dan
informasi, maka peneliti mengambil PPWNI sebagai subjek penelitian
berdasarkan observasi langsung di lapangan, mengamati dan
menverifikasi, hingga menetapkan sebagai subjek yang akan
diteliti. Kemudian pengamatan juga dilakukan di media sosial NGO - IYP
sebagai salah satu instrumen pendukung keberlangsungan sekolah PPWNI,
serta website resmi atase pendidikan dan kebudayaan Kedutaan Besar

Republik Indonesia di Kuala Lumpur.

2. Adopt a perspective

Setelah mendapatkan topik yang ingin diteliti, yakni PPWNI sebagai
instrumen pemenuhan hak pendidikan anak Indonesia di Klang, Selangor,
Malaysia. Kemudian peneliti bergerak menuju ke pemilihan perspektif
atau sudut pandang atas suatu fenomena. Hal tersebut memungkinkan
peneliti untuk meneliti suatu fenomena dengan berbagai macam sudut
pandang, yang dapat menimbulkan potensi akan  pertanyaan atas

penelitian tersebut.



3. Design a study and collect, analyse, and interpret data

Setelah menentukan sudut pandang serta mendapatkan pertanyaan
penelitian yakni ingin mengetahui bagaimana peran serta tantangan Pusat
Pendidikan Warga Negara Indonesia (PPWNI) sebagai instrumen
pemenuhan hak pendidikan anak Indonesia di Klang, Malaysia.Proses
selanjutnya dalam penelitian adalah mendesain penelitian. Selanjutnya,
peneliti akanbergerak ke proses perolehan, analisis dan interpretasi data,

yang mana ketiga proses tersebut berjalan secara simultan.

4. Inform others

Setelah tahap pertama — ketiga selesai, maka dalam tahapan
penelitian keempat serta terakhir, peneliti menuliskan hasil penelitiannya
yang didapat dalam bentuk laporan yang berisi deskripsi hingga hasil

penelitian dengan format yang telah ditetapkan.

F. TINGKAT ANALISA (LEVEL OF ANALYSIS)

Dalam mengkaji fenomena dalam studi hubungan internasional peneliti
perlu mengidentifikasikan tingkat analisa, hal ini dirasa penting karena akan
menjelaskan fenomena ditingkat mana penelitian tersebut. Menurut Mohtar
Mas’oed dalam bukunya yang berjudul Ilmu Hubungan Internasional :
Disiplin dan Metodologi telah mengelompokkan tingkat analisa (level of

analysis) kedalam 5 (lima) tingkat analisa, yakni (1) individu; (2) kelompok



individu; (3) negara-bangsa; (4) kelompok negara-bangsa dalam suatu region,

dan (5) sistem internasional.”

sistem internasional

kelompok negara - bangsa

negara - bangsa

kelompok individu

Tingkat
Analisa (Level
of Analysis)

Bagan 3.2 Tingkat analisa (level of analysis) menurut Mohtar Mas 'oed

(sumber: IImu Hubungan Internasional: disiplin dan metodologi)

Perilaku individu, peneliti yang melakukan penelitian mengunakan
analisa hubungan internasional tingkat individu ini, beranggapan jika suatu
fenomena hubungan internasional tersebut merupakan akibat dari adanya
perilaku individu yang saling berinteraksi, sebagai contoh dalam suatu
fenomena hubungan internasional yang dipahami melalui tokoh utama
pembuat keputusan, seperti menteri luar negeri dan kepala pemerintahan

suatu negara.

2 Mohtar Mas’oed, “Ilmu Hubungan Internasional : Disiplin llmu Dan Metodologi ” (Yogyakarta:
LP3ES, 1990), HIm 38 — 41
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Perilaku kelompok individu, dalam tingkat analisa ini, peneliti
menyakini jika individu biasanya melakukan tindakan internasional dalam
suatu kumpulan individu atau kelompok. Hubungan internasional sendiri
sebetulnya hubungan antar berbagai kelompok kelompok kecil di berbagai
Negara, yang dapat diartikan jika suatu fenomena hubungan internasional
sebetulnya tidak ditentukan oleh individu, melainkan oleh kelompok

tersebut.”

Tingkat analisa kelompok individu ini seperti organisasi, intansi,
birokrasi, badan — badan pemerintah, dan sebagainya serta kelompok kecil
seperti cabinet, politburo, dan sebagainya. Oleh karenaya pada tingkat analisa
ini untuk memahami dan dapat menjelaskan suatu fenomena hubungan
internasional, peneliti harus memahami kelompok individu yang terlibat

dalam fenomena hubungan internasional.

Negara — Bangsa, pada tingkat analisa Negara — Bangsa peneliti
beranggapan jika analisa suatu fenomena hubungan internasional seharusnya
pada hakikatnya menganalisis berdasakan tingkat analisa ini. Peneliti yang
menggunakan tingkat ini melihat konsep suatu Negara yang utuh, hal ini
didasari karena fenomena — fenomena hubungan internasional pada umumnya
di dominasi oleh perilaku — perilaku Negara — bangsa. Sebagai contoh, politik
luar negeri. Kelompok Negara — Negara, jika tingkat analisa memahami
Negara — Bangsa sebagai konsep yang utuh, tetapi disini, peneliti yang

berasumsi jika dalam hubungan internasional pada umumnya negara — bangsa

3 Tbid, Mohtar Mas’oed, HIm 41.,



tidak mengambil keputusan secara sendiri — sendiri, melainkan sebagai suatu
kelompok, sebagai contoh dalam tingkat analisa ini adalah pengelompokan

regional, aliansi, persekutuan ekonomi serta perdangan, dan sebagainya.’

Sistem internasional, tingkat terakhir dalam tingkat analisa hubungan
internasional menurut Mohtar Mas’oed ini adalah peneliti berasumsi jika
bangsa — bangsa di dunia ini serta interaksi diantaranya merupakan suatu
sistem.”” Dalam penelitian ini, peneliti memutuskan untuk menggunakan

tingkat analisa kelompok individu.

Hal ini dikarenakan, subjek penelitian yang akan diteliti oleh peneliti
adalah Pusat Pendidikan Warga Negara Indonesia (PPWNI) yang tidak lain
merupakan kelompok individu yang melakukan suatu tindakan internasional,
sekolah ini dikatakan sebagai tingkat analisa kelompok individu karena

sekolah tidak secara resmi dibawah naungan pemerintah Indonesia.

G. METODE ANALISIS PENELITIAN

Analisis data penelitian adalah salah satu langkah dalam penyusunan
data yang dilakukan oleh peneliti untuk mengungkapkan dan mengambarkan
penjelaskan suatu objek penelitian. Dalam penelitian ini peneliti

menggunakan analisis data model interaktif menurut Miles and Huberman,

" Ibid, Mohtar Mas’oed, HIm 41 — 42.,
75 Tbid, Mohtar Mas’oed, HIm 42.,



ada tiga tahapan analisis data pada penelitian, yakni reduksi data, penyajian

data, dan penarikan kesimpulan.”™

Reduksi data penyajian

data

Bagan 3.3 Teknik analisa data menurut Miles dan Huberman

(sumber: Analisis Data Kualitatif Buku Sumber Tentang Metode-Metode Baru)

1. Reduksi data
Reduksi data merupakan suatu proses mencari serta menemukan
data dari berbagai sumber yang relevan oleh peneliti, selanjutnya data —
data tersebut dipilah, disederhanakan, serta diabstraksi. Proses
mereduksi data dalam suatu penelitian ini sangat penting, karena
reduksi data dapat membantu peneliti untuk menajamkan,
mengklarifikasi, mengarahkan, serta mengeliminasi data — data yang
tidak diperlukan serta menjaga agar penelitian mendapatkan data — data
yang valid.
2. Penyajian data
Setelah proses reduksi data, menurut Miles dan Huberman, yang
kedua adalah proses penyajian data. Data — data yang telah direduksi,
adalah data — data yang terjamin kevalidannya, jika data tersebut telah

valid maka sudah dapat dipastikan jika akan menjadi penyajian data

"8Miles Dan Huberman, “Analisis Data Kualitatif Buku Sumber Tentang Metode-Metode Baru”,
1992. Him 15-21.
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yang baik. Selain itu Miles dan Huberman menjelaskan jika penyajian
data yang telah disusun juga perlu untuk dibatasi, hal ini disebabkan
akan ada proses penarikan kesimpulan setalah proses penyajian data ini.
Data tersebut disajikan dan disusun dengan dengan baik yang nantinya
akan memudahkan peneliti dalam proses penarikan kesimpulan.
3. Penarikan kesimpulan

Proses terakhik adalah penarikan kesimpulan. Karena kesimpulan
merupakan bagian akhir dari suatu metode penganalisa data, maka
kesimpulan memiliki peran penting dalam memvalidasi data yang telah
disajikan, kesimpulan juga merupakan suatu bentuk utuh dari

keseluruhan isi penelitian.

H. METODE PENGUJIAN KEABSAHAN DATA

Untuk menguji keabsahan data yang disajikan, maka peneliti
menggunakan metode pengujian keabsahan data yang disusun oleh Lexy J.
Moeleng. Menurut Moeleng, terdapat 4 (empat) metode pengujian keabsahan
data, yakni :(1) pengujian kredibilitas, (2) keteralihan, (3) kebergantungan,

dan (4) kepastian.”’

1. Pengujian kredibilitas (credibility)
Langkah pertama yang harus dilakukan peneliti adalah pengujian
kredibilats, peneliti diharuskan untuk melakukan riset terlebih dahulu,

dengan cara mencari dan mengumpulkan data — data yang terkait dengan

""Lexy J. Moleong. “Metode Penelitian Kualitatif, Bandung: Remaja Rosdakarya™, 2011, HIm. 248



isu yang diteliti. Dengan demikian, peneliti akan mendapatkan relevansi
data terhadap hasil penelitian.kemudian peneliti juga dianjurkan untuk
memperbanyak referensi, hal ini dilakukan agar peneliti mendapatkan
keabsahan data yang valid dari penelitian.

. Keteralihan

Yang kedua, yang perlu dilakukan peneliti adalah keteralihan.
keteralihan, yakni proses dimana pembaca penelitian ini memberi masukan
atau penilaian terhadap proses penyusunan penelitian ini. Dalam hal ini
peneliti meminta bantuan dosen pembimbing sebagai tempat berdiskusi,
agar Penelitian menjadi kaya akan pemikiran. Peneliti juga berusaha
menyusun penelitian ini secara teperinci, jelas, dan sistematis. agar
menjadi penelitian yang lebih untuk dibaca para pembaca yanh dapat
memberikan penliaiannya secara gamblang.

. Ketergantungan (dependability)

Langkah selanjutnya adalah Setelah uji kebergantungan. Dalam
proses pengujian ketiga ini, peneliti tidak hanya melakukan studi data atau
pengumpulan data mentah saja, namun peneliti juga menyajikan analisis
data beserta proses dalam menganalisisnya. Selain itu, peneliti juga
mengkonsultasikan penelitian ini dengan dosen pembibing. Dengan begitu,
penelitian ini dapat dikatakan sebagai penelitian yang dependable atau

memiliki unsur kebergantungan.



4. Kepastian
langkah keempat sekaligus terakhir dalam metode pemeriksaan
keabsahan data adalah uji kepastian. Pengujian ini dilakukan untuk
memastikan kembali data-data yang telah diperoleh oleh peneliti, baik
dari asal-usul data hingga kredibilitas pihak yang menjadi sumber data
penelitian. Peneliti juga memeriksa kembali hasil dari analisis data
penelitian ini, hal ini dilakukan agar data yang telah diperoleh relevan

dengan hasil penelitian ini.

I. ALUR/LOGIKA PENELITIAN

Alur atau logika penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah

sebagai berikut :

melakukan pra
penelitian kepada analisa data yang
instansi terkait terkumpul
penelitian

pelaksanaan
penelitian kualitatif
deskriptif

penyusunan proposal pengumpulan data - penyusunan hasil

penelitian data terkait penelitian hasil penelitian

seminar proposal revisi proposal

Bagan 3.4 Alur/ logika penelitian
(sumber : berdasarkan apa yang dilakukan peneliti)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id



Tahap pertama yang dilakukan oleh peneliti adalah mencari topik
yang akan diteliti dalam kajian hubungan internasional, kemudian peneliti
observasi dengan fakta yang terjadi di lapangan. Oleh karena itu, peneliti
terlebih dahulu melakukan pra penelitian kepada instansi yang terkait. Hal
ini dilakukan oleh peneliti agar peneliti lebih tahu antara data serta
kenyataan fakta dari instansi yang terkait tersebut.

Selanjutnya peneliti menyusun proposal penelitian yang nantinya
akan digunakan sebagai dasar dari penelitian. Proposal yang dibuat oleh
peneliti juga telah didiskusikan terlebih dahulu kepada dosen wali, serta
mendapat persetujuan dari Kepala Program Studi Hubungan Internasional
UIN Sunan Ampel Surabaya. Kemudian proposal penelitian tersebut
diujikan melalui seminar proposal dan di uji oleh dua dosen penguiji, akan
kelayakan proposal penelitian.

Tahapan selanjutnya adalah melakukan revisi proposal penelitian.
Kemudian peneliti melakukan pengumpulan data — data terkait dengan
penelitian, data yang digunakan oleh peneliti adalah wawancara sebagai
data primer, yakni mewawancarai Bu Helni, selaku tenaga pendidik di
Pusat Pendidikan Warga Negara Indonesia (PPWNI) di Klang, Malaysia.

Kemudian yang kedua peneliti melakukan wawancara kepada Non —
government organization (NGO), Direktur International Youth Program
(I'YP), Bapak Tommy, selaku NGO pemberi bantuan rutin di PPWNI.
Selain itu peneliti juga peneliti juga mencari data — data sekunder lain,

seperti dari kajian pustaka, dan berita terkait.



Setelah mendapatkan data — data terkait mengenai penelitian, peneliti
melakukan analisa data sesuai dengan teknik analisa data yang dijelaskan
peneliti sebelumnnya diatas. Setelah proses analisa data selesai, maka
selanjutnya penelitian melakukan pengujian keabsahan data. Sehingga
akan memunculkan penarikan kesimpulan yang akan terkandung dalam

bab 5 yang nantinya akan berisi kesimpulan dan saran.



BAB IV

PENYAJIAN DAN ANALISIS DATA

Bab ini peneliti membahas penyajian dan analisis data, yang didalamnya
berisikan, (1) Isu strategis PMI dan PPWNI di Klang, Selangor, Malaysia, (2)
Peran PPWNI dan anak Indonesia di Klang, Malaysia, (3) Indikator Capaian
PPWNI. Temuan data penelitian tentang peran Pusat Pendidikan Warga Negara
Indonesia (PPWNI) sebagai instrumen pemenuhan hak pendidikan anak Indonesia
di Klang, Malaysia menggunakan prespektif konsep Education For All (EFA).
Hasil dari penyajian akan diberi analisis terkait konsep tersebut.

Dari analisis data, dapat dilihat jika permasalahan hak pendidikan anak
Indonesia dikarenakan isu ketenagakerjaan, banyaknya PMI ilegal di wilayah —
wilayah Malaysia, termasuk salah satunya di Klang, Selangor, telah membuat
permasalahan — permasalahan baru krusial lainnya, dalam penelitian ini adalah isu
pendidikan hak. Isu pendidikan anak adalah fenomena yang menyangkut
kemanusiaan, bagaimana masa depan anak — anak akan terancam tanpa adanya
pendidikan yang mumpuni.

Di sinilah PPWNI berperan sebagai non - state actor yang dapat
memberikan suatu pembelajaran akhlak bagi anak — anak hingga bagaimana anak
— anak ini menempuh pendidikan dasar wajib dengan nyaman. Namun pada
praktiknya tentu dalam pendirian hingga penjalanannya tidaklah mudah,

keberlangsungan, kegiatan belajar mengajar (KBM) hingga bayang — bayang
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penutupan sekolah ini yang memang kebanyakan dari peserta didiknya adalah
anak — anak Indonesia yang masuk tapa dokumen resmi, dan hanya memakai
dokumen milik orang tua mereka, yang bahkan banyak diantaranya tidak aktif
lagi.

Peran PPWNI yang sangat penting dalam keberlangsungan pendidikan anak
Indonesia di Klang, Malaysia, dan bagaimana peran aktif hingga eksistensinya
yang harus dipertahankan sebagai bagian dari hak asasi manusia tentang
pendidikan yang menjadi komitmen dunia Education For All (EFA) yang perlu
dipenuhi.

A. ISU STRATEGIS PMI DAN PPWNI DI KLANG, SELANGOR,

MALAYSIA

1. Indonesia — Malaysia dalam Bidang Ketenagakerjaan

Isu melimpahnya Sumber Daya Manusia (SDM) Indonesia
merupakan isu bagai pisau bermata dua. Dapat mengguntungkan juga
dapat memberi masalah yang lebih kompleks. Selain Indonesia menjadi
negara kuat tanpa kekurangan SDM, tetapi pesaingan pun menjadi
semakin keras, serta menciptakan banyak pengganguran. Oleh karenanya,
agar SDM dapat berfungsi dengan optimal tanpa membebankan negara,
maka salah satu cara yang dilakukan oleh Indonesia adalah pengiriman
tenaga kerja ke luar negeri, atau yang sekarang lebih dikenal dengan

Pekerja Migran Indonesia (PMI).



Nama PMI sendiri dahulu dikenal dengan Tenaga Kerja Indonesia
(TKI), pergantian ini disesuaikan ILO Migrant Workers Conventiondan
diubah pada Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan
Pekerja Migran Indonesia, yang menggantikan Undang-Undang Nomor 39
Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja
Indonesia.”® Hal ini juga dirasa sebagai langkah awal Indonesia untuk
menurunkan angka pengiriman pekerja migran low level serta mulai

mengirimkan pekerja migran yang professional.

Tabel 4.1 Data Penempatan Pekerja Migran Indonesia
(sumber : bp2mi.go.id)

Pengurangan pekerja migran non — professional ini memberi dampak
yang cukup signifikat, hal ini dapat dilihat dari turunnya angka
penempatan pekerja migrant Indonesia di luar negeri dalam tiga tahun

terakhir. Walaupun begitu angkanya masih cukup besar, Indonesia dikenal

Humas Bp2mi. BNP2TKI Akan Berubah Menjadi Badan Perlindungan Pekerja Migran
Indonesia. Diakses Dari  Https://Bp2mi.Go.ld/Berita-Detail/Bnp2tki-Akan-Berubah-Menjadi-
Badan-Pelindungan-Pekerja-Migran-Indonesia Pada 25 Mei 2020 Pukul 14.39



https://bp2mi.go.id/berita-detail/bnp2tki-akan-berubah-menjadi-badan-pelindungan-pekerja-migran-indonesia
https://bp2mi.go.id/berita-detail/bnp2tki-akan-berubah-menjadi-badan-pelindungan-pekerja-migran-indonesia

sebagai negara pengirim jumlah pekerja migrant terbanyak. Salah satu
negara yang selalu menjadi ‘destinasi favorit’ para pekerja migrant
Indonesia adalah Malaysia. Di Malaysia permintaan akan tenaga kerja
dalam bidang perindustrian serta perkebunan sangat tinggi, hal ini dilihat

sebagai peluang sebagai pengoptimalan SDM Indonesia yang melimpah.

Tabel 4.2 Data Penempatan PMI berdasarkan negara

(sumber : bp2mi.go.id)

Berdasarkan data diatas ribuan PMI telah dikirim ke Malaysia setiap
bulannya. Kemudian pada tahun 2014 lalu sejumlah 127.812 pekerja

dikirimkan, kemudian pada 2015, 97.621 oraang dan pada tahun 2016



sebanyak 87.616.”° Seperti dijelaskan sebelumnya jika angka pengiriman
PMI ini selalu mengalami penurunan, tetapi jumlahnya masih puluhan ribu

pekerja yang dikirim setiap tahunnya ke Malaysia.

Tabel 4.3 Data pengaduan PMI berdasarkan negara penempatan

(sumber : bp2mi.go.id)

Permasalahan yang cukup kompleks dalam isu pekerja migran
Indonesia di Malaysia ini adalah banyaknya para pekerja yang datang

secara illegal, maupun yang awalnya datang secara legal namun tanpa

"SLaporan Pengolahan Data, Badan Nasional Penempatan Dan Perlindungan Tenaga Kerja
Indonesia (BNP2TKI) 2016, Pusat Penelitian Pengembangan Dan Informasi (Puslitfo BNP2TKI),
Hal. 3, Dalam Http://Www.Bnp2tki.Go.ld/Read/12024/Data-Penempatan-Dan-Perlindungan-TKI-
Periode-Tahun-2016.Html Diakses Pada 2 Februari 2020, Pukul 14.39



memperbarui dokumen — dokumen, sehingga menjadi para PMI ilegal.
Belum ada data pasti mengenai jumlah para PMI illegal di Malaysia ini,
pada juni 2020 kemarin sebagai 6.800 para PMI illegal tersebut
dipulangkan ke Indonesia.?® Jauh sebelum makin kompleksnya
permasalahan — permasalahan isu PMI di Malaysia ini. Indonesia dan
Malaysia telah memprakarsai perjanjian kerjasama dalam bentuk Nota
Kesepahaman atau Memorandum of Understanding (MoU) yang mengatur
mengenai migrasi dan penempatan TKI antarkedua negara pada tahun
1998 .8

Kemudian pada tahun 2004 MoU antara Indonesia — Malaysia
tersebut diubah menjadi MoU Penempatan dan Perlindungan TKI sektor
formal dan informal.82 Namun sayangnya pada Mei 2016 lalu, Mou
tersebut sudah kedaluwarsa, dan hingga kini MoU antara Indoensia —
Malaysia tersebut belum diperbarui.®®

2. Potensi PMI ilegal di Klang, Selangor, Malaysia

80Saeno. 6800 TKI Illegal Di Malaysia Akan Dipulangkan, Ini Persiapannya. Diakses Dari
Https://Kabar24.Bisnis.Com/Read/20200617/15/1253850/6.800-Tki-1legal-Di-Malaysia-Akan-
Dipulangkan-Ini-Persiapannya Pada 22 Juni 2020 Pukul 14.40

81Malahayati Dan M. Fadhli.Perlindungan Hukum Dalam Memorandum Of Understanding
Tentang Perekrutan Dan Penempatan Pekerja Domestik Indonesia Di Malaysia, Lhokseumawe,
Hal. 2 Diakses Melalui Http://Repository.Animal.Ac.1d/367/1/Mala.Pdf Diakses Pada 16
November 2020

82¢TKI Formal Adalah Tenaga Kerja Indonesia Yang Bekerja Pada Pengguna Berbadan Hukum
Baik Itu Pemerintah Maupun Swasta.”. TKI Informal Adalah Tenaga Kerja Indonesia Yang
Bekerja Pada Pengguna Perseorangan.” Dalam BNP2TKI, Petunjuk Teknis Penyuluhan Jabatan
Tenaga Kerja Indonesia, Jakarta: Direktorat Sosialisasi Dan Kelembagaan Penempatan, 2010,
Him. 8

8Riva Dessthania. RI Ancam Moratorium TKI Jika Malaysia Tak Perbarui Mou. Diakses Dari
Https://Www.Cnnindonesia. Com/Internasional/20180405185933-106-288642/Ri-Ancam-
Moratorium-TKki-Jika-Malaysia-Tak-Perbarui-Mou Pada 27 April 2020



https://kabar24.bisnis.com/read/20200617/15/1253850/6.800-tki-ilegal-di-malaysia-akan-dipulangkan-ini-persiapannya
https://kabar24.bisnis.com/read/20200617/15/1253850/6.800-tki-ilegal-di-malaysia-akan-dipulangkan-ini-persiapannya
https://www.cnnindonesia.com/internasional/20180405185933-106-288642/ri-ancam-moratorium-tki-jika-malaysia-tak-perbarui-mou
https://www.cnnindonesia.com/internasional/20180405185933-106-288642/ri-ancam-moratorium-tki-jika-malaysia-tak-perbarui-mou

Pada umumnya ‘destinasi utama’ para pekerja migran asal Indonesia
ke Indonesia adalah wilayah Sabah, Sarawak atau Johor Bahru. Namun tak
dapat dipungkiri jika banyak juga wilayah — wilayah di Semenanjung
Malaysia yang menjadi destinasi para PMI ini. Salah satunya adalah
wilayah Malaysia yang terdapat WNI yang cukup banyak adalah di Klang,
Selangor. Klang merupakan kota yang terletak di wilayah Selangor,
berlokasi di sekitar 30 KM disebelah barat Kuala Lumpur, ibu kota

Malaysia.

Gambar 4.1 Peta Klang, Selangor, Malaysia
(sumber: Ismacahyadi Bagus. Malaysia Journal of Civil Engineering. Selangor :2019)

Klang sendiri merupakan kota yang terkenal akan pelabuhannya.
Bahkan pelabuhan ini merupakan salah satu pelabuhan tersibuk di dunia,
ada masa kolonial awalnya pelabuhan ini bernama Pelabuhan Swettenham.

Setelah pada 1972, pelabuhan ini berganti nama menjadi Pelabuhan Klang



(Port of Klang).2* Di pelabuhan Klang ini terdiri atas 3 wilayah, yakni :
(1) Pelabuhan Utara (Northport), dikelola oleh Team Nortport Malaysia
dan memilki fungsi untuk pelabuhan kargo untuk penyerbangan, baik
domestik ataupun internasional. (2) Pelabuhan Selatan (Southport),
difungsikan untuk palayaran kargo zona perdagangan bebas. (3) Pelabuhan
barat (westport), dikelola oleh Westport Malaysia Berhad, dan difungsikan
untuk penyerbangan komersial dan jarak dekat.®®> Pelabuhan ini jugalah
yang menjadi salah satu potensi masuknya pekerja migrant ilegal yang

berasal dari Indonesia.

Setidaknya ada dua penyebab yang membuat meningkatnya jumlah
Pekerja Migran Indonesia illegal di Klang, Malaysia. Pertama, mereka
memang datang ke Malaysia menggunakan jalur illegal menggunakan
Pelabuhan Klang yang berbatasan langsung dengan pulau Sumatera,
Indonesia. oleh sebab itu, maka jalur penyaluran PMI ilegal dapat lebih
mudah. Banyak diantara PMI yang datang membawa serta keluarga,
termasuk anak — anak mereka. Sedangkan peraturan Malaysia sendiri
sangat tegas dalam melarang tenaga asing untuk bekerja dan membawa
anak mereka. Kemudian yang kedua adalah para PMI yang awalnya legal

menjadi ilegal.®®

8Anon. Pelabuhan Di  Malaysia Sebagai Sarana Penyebrangan. Diakses Dari
Https://Www.Befreetour.Com/Id/Read/Pelabuhan-Di-Malaysia-Sebagai-Sarana-
Penyeberangan#:~:Text=Pelabuhan%20Klang%?20sendiri%20terbagi%20menjadi,Dan%20pelabuh
an%20selatan%20(Southpoint). Pada 24 Juli 2020 , Pukul 14.40

85]bid,

8 \Wawancara Dengan lbu. Helni, Selaku Tenaga Pengajar Di PPWNI, Klang Pada 20 Oktober
2020



https://www.befreetour.com/id/read/pelabuhan-di-malaysia-sebagai-sarana-penyeberangan#:~:text=Pelabuhan%20Klang%20sendiri%20terbagi%20menjadi,dan%20pelabuhan%20selatan%20(Southpoint)
https://www.befreetour.com/id/read/pelabuhan-di-malaysia-sebagai-sarana-penyeberangan#:~:text=Pelabuhan%20Klang%20sendiri%20terbagi%20menjadi,dan%20pelabuhan%20selatan%20(Southpoint)
https://www.befreetour.com/id/read/pelabuhan-di-malaysia-sebagai-sarana-penyeberangan#:~:text=Pelabuhan%20Klang%20sendiri%20terbagi%20menjadi,dan%20pelabuhan%20selatan%20(Southpoint)

Ada setidaknya dua alasan yang membuat para PMI tersebut yang
awalnya legal menjadi ilegal. Pertama, para PMI ini menikah serta
membuat keluarga baru di Malaysia. mereka takut untuk memperpanjang
dokumen karena akan ketahuan melanggar hukum tenaga kerja Malaysia.
Kedua, visa mereka yang memang sudah kedaluwarsa tetapi tidak ingin
memperpanjang dan tidak berkeinginan juga untuk kembali ke

Indonesia.?’

3. Pekerja Migran llegal (PMI) dan Pendidikan

Peningkatan PMI ilegal di wilayah Klang, Selangor, Malaysia
merupakan isu yang tidak seharusnya dianggap sepele. Jika para PMI
ilegal ini menikah, maka akan semakin banyak juga jumlah PMI ilegal di
Klang, Malaysia. Selain para PMI, Anak yang lahir dari pernikahan
tersebut juga ikut menjadi ilegal juga atau anak tanpa dokumen
(undocumented). Jika anak — anak ikut menjadi ilegal maka, yang
dirugikan adalah anak itu sendiri. Anak tersebut akan kseulitan dalam
memenuhi hak hidup yang layak. Salah satu hak dasar yang harus dipenubhi

bagi anak adalah hak pendidikan.

Malaysia sendiri telah melarang para pekerja migran yang akan ke
negaranya untuk menikah saat masa kerja aktif. PMI tidak diperkenankan
untuk berkawin/ menikah dengan penduduk setempat, sesama PMI,

maupun pekerja asing lainnya, serta PMI juga tidak dibenarkan untuk

81bid, Wawancara Dengan lbu. Helni.,



membawa serta keluarga. Jika PMI tersebut menikah pada saat kontrak
kerja masih berjalan dan aktif, maka Pemerintah Malaysia dapat

membatalkan permit kerjanya.®®

Berdasarkan peraturan tersebut, maka baik anak yang telah lahir dari
pernikahan PMI pada saat kontrak kerja aktif maupun anak yang ikut serta
orang tua mereka ke Malaysia, akan sulit mendapatkan hak — hak yang

seharusnya mereka terima.

a. Pekerja migran non professional dan professional

Pada dasarnya Pemerintah Malaysia melarang anak — anak
pekerja migran/ asing untuk bersekolah di sekolah kebangsaan
Malaysia maupun sekolah swasta yang disubsidi oleh pemerintah
Malaysia. Kecuali jika professional worker tersebut berpenghasilan RM
5000 atau sekitar Rp. 17.000.000,00, serta yang bekerja di kedutaan
besar.®® Hal ini merupakan suatu timpangan antara pekerja migran non
professional dan professional, yang berimbas pada akses pendidikan
anak mereka. Oleh karena banyaknya anak Indonesia undomented yang
berada di Wilayah Klang, Selangor, maka anak — anak ini kesulitan
untuk mencari sekolah hingga lulus dan mendapatkan ijazah.

Kemudian berbeda juga dengan wilayah — wilayah mainstream

jujukan pekerja migran, seperti Sabah dan Sarawak. Pemerintahnya

8Kantor Atase Tenaga Kerja KBRI Kuala Lumpur. “Bagaimana Menjadi Tenaga Kerja
Indonesia”. Diakses Dari
Https://Kemlu.Go.ld/Kualalumpur/ld/Pages/Bagaimana_Menjadi_Tenaga Kerja_Indonesia/97/Ab
out-Service Pada 22 Agustus 2020 Pukul 14.41

8Shavira Lisdiany. “Upaya Indonesia Memenuhi Hak Pendidikan Bagi Anak TKI Dan PATI Di
Johor Bahru (2014 —2017)”. (S.Sos Skripsi., UIN Syarif Hidayatullah: 2017) HIm 68



https://kemlu.go.id/kualalumpur/id/pages/bagaimana_menjadi_tenaga_kerja_indonesia/97/about-service
https://kemlu.go.id/kualalumpur/id/pages/bagaimana_menjadi_tenaga_kerja_indonesia/97/about-service

memiliki aturan mengenai ketenagakerjaan yang memperbolehkan PMI
membawa anak hingga berusia 12 tahun.®® Sedangkan Klang yang
berada di wilayah Selangor tidak memiliki regulasi khusus. Kemudian
karena mereka merupakan PMI illegal, yang mulai dari dokumennya
sudah habis masa berlakunya hingga pernikahan mereka yang tidak sah
secara hukum, mereka cenderung bersembunyi dan tidak melaporkan
keberadaan anak mereka.

Seperti contoh pada saat akan melahirkan anak — anak mereka,
mereka membawa sendiri bidan ‘khusus’ dengan biaya yang lumayan
mahal dibandingkan biaya pada umumnya, dibandingkan membawanya
ke rumah sakit Malaysia, mereka melakukan hal tersebut karena takut
akan berdampak secara hukum. Karena semua hal yang berawal secara
illegal, maka hal tersebut jugalah yang berimplikasi pada akses
pendidikan anak mereka.

b. Prespektif PMI mengenai Pendidikan

Walaupun masih sulitnya mencari akses pendidikan untuk
memenuhi hak anak Indonesia ini, namun yang menjadi salah satu akar
permasalahannya adalah para PMI atau orang tua anak — anak ini, masih
belum atau kurang memiliki pandangan akan pentingnya pendidikan
anak. Mereka berpikir jika anak — anak mereka hanya harus tumbuh dan
nantinya bekerja seperti mereka, hal ini yang membuat lingkaran hitam

ini terus berlanjut, dan yang menjadi kekhawatiran adalah anak — anak

Ibid, HIm 53



ini sudah ditanamkan pada diri mereka jika kehidupan mereka hanya
sebantas itu dan tidak memiliki pandangan untuk berubah menjadi lebih
baik.®* Selain itu, para PMI illegal ini juga lebih memilih
‘menyembunyikan’ anak — anak mereka dari pada ketahuan oleh pihak
Malaysia dan dideportasi. Oleh karena itu, banyak diantara mereka
yang kurang terbuka dan berperan aktif dalam pendidikan anak mereka.
Meski begitu, sebelum mereka menjadi pekerja migran yang
memiliki hak dan kewajiban yang wajib dipatuhi sebagai pekerja,
mereka juga merupakan WNI dan seorang manusia utuh yang memiliki
hak dan kewajiban juga, serta tidak boleh juga melanggar hak individu
lain, termasuk anak mereka. Salah satu hak dasar yang perlu ditegakkan
disini adalah mengenai hak pendidikan.Sejalan dengan amanat dan
komitmen dunia education for all. Maka sudah seharusnya anak — anak
ini dapat mengenyam pendidikan tanpa perlu rasa khawatir karena
identitas ilegal anak — anak tersebut.
4. Tantangan PPWNI dalam Pemenuhan Hak Pendidikan Anak
Indonesia
Menjadi sekolah yang berfungsi sebagai pemenuh hak pendidikan
anak PMI, khususnya bagi anak — anak PMI ilegal di Klang, Malaysia
tentu tidaklah hal yang mudah. Banyak sekali tantangan yang harus dilalui

sekolah ini untuk tetap mempertahankan keberlangsungannya. Berikut

*IWawancara Dengan lbu. Helni, Selaku Tenaga Pengajar Di PPWNI, Klang



adalah beberapa tantangan yang dihadapi oleh PPWNI dalam memenubhi
hak pendidikan anak Indonesia atas pendidikan, antara lain :
1) Keterbatasan fasilitas di PPWNI, Klang, Malaysia

PPWNI yang menyediakan jenjang pendidikan mulai dari

Sekolah Dasar (SD) kelas 1 — 6 sampai dengan Sekolah Menengah
Pertama (SMP) kelas 7 — 9 hanya memiliki 5 ruang.%

Fungsi

Ruang Kelas

Ruang kelas 2 dan 3

Ruang 1

Ruang 2 Kelas 1

Ruang 3 Ruang kelas 7, 8, dan 9
Ruang 4 Ruang kelas 4, 5, dan 6
Ruang 5 Ruang Kantor dan perpustakaan

Tabel 4.4 Pembagian ruang kelas PPWNI

(sumber : data PPWNI)

Karena kelas yang digabungkan menjadi satu membuat anak —
anak mudah terpecah konsentrasi dengan perbedaan materi dalam
satu kelas, begitu juga tenaga pendidik, guru harus memiliki tenaga
ekstra dalam proses belajar mengajar, agar pembelajaran tetap

berjalan dan bisa diterima oleh para siswa.®® Rasio perbandingan

%2 |bid, Wawancara Bu Helny.,
% Ibid, Wawancara Bu Helny.,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id



antara jumlah siswa dan ruang belajar ini juga tidak sesuai dengan

Permendikbud No. 23 Tahun 2013 pasal 2 poin 2, yang menyatakan :

“Jumlah peserta didik dalam setiap rombongan belajar
untuk SD/MI tidak melebihi 32 orang. Untuk setiap
rombongan belajar tersedia 1 (satu) ruang kelas yang
dilengkapi dengan meja dan kursi yang cukup untuk
peserta didik dan guru, serta papan tulis".%*

Gambar 4.7 Ruang Kelas PPWNI, Klang, Malaysia
(sumber : data peneliti November 2019)

Kemudian sekolah PPWNI ini juga berdiri di atas lahan yang
disewakan, hal ini juga membuat permasalahan finansial bagi
sekolah. Sedangkan dibandingkan dengan sekolah lain, PPWNI ini
sangat jauh murah sekali, dalam satu bulan anak - anak hanya

dibebankan untuk membayar sumbangan pembinana pendidikan

%pPermendikbud  No. 23  Tahun 2013 Pasal 2 Poin 2, Diakses Dari
Http://VVervalsp.Data. Kemdikbud.Go.ld/Vervalpp/Formula.Php#:~:Text=%22Di%20setiap%20SD
%2FMI%20tersedia,23%20Tahun%202013%20lampiran%203). Pada 16 Juni 2020
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(SPP) sebesar RM 60, tetapi tentu tidak semua anak membayar
penuh SPP tersebut, di PPWNI Klang ini, anak — anak yang
membayar uang SPP secara penuh sekitar 20 % - 40 %, sedangkan
sisanya menunggak pembayaran hingga ada yang memang sudah
diikhlaskan karena kondisi ekonomi tiap anak berbeda, dan banyak
yang minim.%

Padahal walaupun SPP ‘dibebaskan’ sesuai kemampuan orang
tua siswa, tentu saja pengeluaran sekolah tidak berkurang, malah
akan bertambah. Kemudian ditambah sewa gedung, terkadang
bahkan untuk uang sewa gedung dibayarkan oleh Bu
Wardaninengsih (salah satu tenaga pengajar). Selama PPWNI sering
kali mengalami kesulitan ekonomi, maka satu — satunya tenaga
pendidik paling senior serta memiliki otoritas hampir seperti kepala
sekolah di PPWNI, Ibu Wardaninengsih yang membiayai keperluan
kekurangan sekolah, terkadang biaya sewa, gedung sekolah, biaya
air dan listrik, hingga membeli buku bagi sekolah.

Selain fasilitas gedung dan ruang kelas, hampir semua fasilitas
yang ada di PPWNI ini serba kekurangan. Salah satu yang paling
penting adalah buku, buku merupakan fasilitas penunjang bagi
kegiatan belajar mengajar. Seperti dijelaskan sebelumnya PPWNI
menggunakan kurikulum KTSP karena kurangnya fasilitas buku.

Dalam KBM PPWNI biasanya memfotokopi buku — buku tersebut,

%Wawancara Dengan Pak Tommy, Selaku Direktur NGO International Youth Program (IYP)
Pada 19 Juni 2020



agar dapat dipergunakan oleh banyak siswa.®® PPWNI juga biasanya
mendapatkan hibah buku serta perlatan penunjang lainnya dari
Sekolah Indonesia Kuala Lumpur (SIKL). Itu pun tidak rutin, hanya
dibeberapa momen tertentu saja. Selain itu, biasanya PPWNI juga
meminta bantuan berupa buku kepada para relawan dan NGO yang
memang rutin membawa sekolah ini, seperti NGO - IYP.

2) Keterbatasan Tenaga Pendidik PPWNI

Pada awalnya sekolah ini hanya dijalankan oleh Bapak Raja,
beserta istrinya, Sarinah dan guru Malaysia. Kemudian pihak KBRI
membantu satu tenaga pendidik, Pak Fauzi. Kemudian karena dinilai
sangat minim sekali, maka dilakukan pengiriman tenaga pendidik
berjumlah satu orang yakni Bu Wardaninengsih (istri Pak Fauzi).
Setelah itu, pak Raja yang sudah berumur, sehingga mulai lepas
tangan akan kegiatan belajar mengajar PPWNI, dan hanya berperan
sebagai penangung jawab/ pelindung.

Oleh karenanya hanya tersisa Pak Fauzi dan Bu Wardanengsih.
Setelah itu, kontrak kerja Pak Fauzipun untuk mengajar PPWNI
telah habis. Karena dirasa tidak mumpuni, maka Bu Wardani
mengajukan penambahan guru, dikirimlah dua guru pada 2017,
yakni Bu Helni dan Pak Andi. Maka total jumlah tenaga pendidik
PPWNI hingga Kini adalah 3 orang, yaitu Bu Wardaninengsih, Bu

Helni Kuswanty dan Pak Andi.

%\Wawancara Dengan Bu Helni, Selaku Tenaga Pengajar Di PPWNI Pada 20 Oktober 2020



Tenaga Pendidik Penugasan

Wardaninengsih Kelas 1 SD

Helni Kuswanty Kelas 2 dan 3 SD, kelas 8 dan 9 SMP

Andi Kelas 4, 5, dan 6 SD, kelas 7 SMP

Tabel 4.5 Pembagian Tenaga Pendidik PPWNI
(Sumber : data PPWNI)¥’

Dari data diatas tentu bisa dilihat jika PPWNI sangat
kekurangan tenaga pendidik, bagaimana mungkin 3 orang guru/
tenaga pendidik mengajar dua jenjang pendidikan sekaligus, yakni
Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) dengan
segala keterbatasan. Rasio perbandingan antara tenaga pendidik dan
siswa ini tentu tidak sejalan dengan Permendikbud No. 23 Tahun

2013 Pasal 2, ayat 2 poin 5, yang menyatakan jika :

“Setiap SD/MI tersedia 1 (satu) orang guru untuk setiap 32
peserta didik dan 6 (enam) orang guru untuk setiap satuan
pendidikan, dan untuk daerah khusus 4 (empat) orang guru
setiap satuan pendidikan. "%

Selama ini, pihak PPWNI selalu mengajukan permohonan atas

penambahan guru baru kepada KBRI Kuala Lumpur, namun hingga

9 Wawancara Dengan Bu Helni, Selaku Tenaga Pengajar Di PPWNI Pada 20 Oktober 2020
%permendikbud No. 23 Tahun 2013 Pasal 2, Ayat 2 Poin 5, Diakses Dari
Http://Vervalsp.Data. Kemdikbud.Go.ld/Vervalpp/Formula.Php#:~: Text=%22Di%20setiap%20SD
%2FMI1%20tersedia,23%20Tahun%202013%20lampiran%203). Pada 17 Maret 2020
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Kini belum tercapai. Semua tenaga pendidik yang ada di PPWNI
hanya kontrak mengajarnya saja yang diperpanjang. Sedangkan
untuk kontrak guru Sekolah Indonesia di luar negeri, pada umumnya
2 tahun kontrak mengajar, dengan maksimal perpanjangan 5 tahun
(perpanjangan tiap tahun sampai 5 (lima) kali.%®

Setelah selama ini mengalami kurangnya tenaga pendidik,
diperkirakan pada 2021 nanti PPWNI juga akan mengalami krisis
kurangnya tenaga pendidik yang lebih lagi. Karena salah satu tenaga
pendidik yakni Pak Andi, telah habis masa kontraknya pada 2020
ini. Kemudian Bu Helni juga akan habis masa kontraknya pada 2021
mendatang. Jika kedua tenaga pendidik yang selama ini membantu
di PPWNI tersebut akan ditarik kembali ke Indonesia, serta belum
ada kejelasan akan penambahan guru baru maka, akan dipastikan
hanya Bu Wardaninengsih yang akan mengajar di PPWNI.

Hal ini harusnya mendapatkan perhatian lebih dari pemerintah
Indonesia, karena jika hanya ada satu tenaga pendidik yang
menangani PPWNI yang di dalamnya terdapat SD dan SMP, maka
tentu dapat dipastikan jika kegiatan belajar mengajar akan sangat
sulit untuk dapat berjalan dengan lancar, atau bahkan kegiatan
belajar mengajar akan berhenti.

3) Perizinan Sekolah PPWNI.

% Ibid, Wawancara Bu Helny.,



Setelah permasalah — permasalahan yang dihadapi oleh
PPWNI, seperti permasalahan financial serta tenaga pendidik,
sebenarnya permasalahan paling krusial yang dihadapi oleh PPWNI
adalah masalah perizinan sekolah. Seperti yang dipaparkan pada
penjelasan sebelumnya jika sekolah ini bukan merupakan sekolah
Indonesia yang diakui secara resmi, baik dari pemerintah Indonesia
maupun Malaysia. Hal ini dikarenakan sekolah PPWNI ini
mewadahi pendidikan bagi anak — anak PMI illegal di wilayah
Klang, Malaysia. Prof. Dr. Ir. Ari Purbayanto, M.Sc Atase
Pendidikan Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) Kuala

Lumpur pada 2014 — 2018, menyatakan :

“Pusat Kegiatan Belajar di Klang tidak bisa dibuat secara
resmi karena siswa-siswanya ilegal. Lagipun, peraturan
keimigrasian di wilayah Semenanjung Malaysia secara tegas
tidak membenarkan pekerja asing non profesional untuk
membawa keluarganya ke Malaysia, 1%

Sekolah PPWNI ini masih terdaftar sebagai sekolah agama
atau community of learning (CLC)/ Pusat Kegiatan Belajar
Masyarakat (PKBM).1%* Menjadi sekolah Indonesia yang menangani

pendidikan anak PMI tanpa dokumen/ izin tinggal (ilegal) di Klang,

10Atdikbudkl. Pemerintah Rl Menambah Tenaga Pengajar Di PKBM Klang. (Kuala Lumpur
:2017). Diakses Dari Http://Atdikbudkl.Org/2017/03/04/Pemerintah-Ri-Menambah-Tenaga-
Pengajar-Di-Pbkm-Klang/ Pada 10 Mei 2020

10IMenurut UNESCO Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Atau Community Learning
Center Merupakan Sarana Bagi Masyarakat Untuk Mengembangkan Segala Potensi Yang
Dimiliki, Agar Mampu Memenuhi Segala Kebutuhan Hidupnya Dalam Rangka Mengikuti
Perkembangan Lingkungan, PKBM Memiliki Focus Pada Pemberdayaan Masyarakat Melalui
Pendidikan Sesuai Dengan Kebutuhan Belajar Dan Potensi Masyarakat Dalam Mencapai
Kemajuan Pendidikan, Social, Ekonomi, Budaya Dan Politik. Entoh Tohani. Capacity
Development Strategy Of Community Learning Center (CLC) As Educational Service Provider.
UNY. Hal 3
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Malaysia, tentu dalam menjalankan kegiatan belajar — mengajar
sangatlah sulit. Mulai dari harus ‘bersembunyi’ dari pemerintah
Malaysia, munculnya permasalahan — permasalahan internal sekolah
PPWNI hingga tentu tidak bisa meminta bantuan pemerintah
Indonesia secara resmi.

Situasi yang dihadapi sekolah merupakan situasi yang sangat
dilematis. Jika sekolah ini tidak terdaftar secara resmi/ legal maka
tidak ada yang tahu juga sampai kapan sekolah PPWNI ini dapat
bertahan. Direktur NGO penyalur bantuan rutin ke PPWNI, M.
Tommy, menyatakan :

“Kalau masalah inti dari sekolah ini tetep hanya satu,
yaitu masalah tentang ijinnya, karena kenapa, karena itu kita
nggak bisa memastikan kerberlangsungan ataupun usia
sekolah itu, bisa bertahan beberapa tahun kah, jangankan
tahun mungkin hari bisa terjadi, katakanlah mungkin
pemerintah Malaysia berubah, katakanlah kemendikbudnya
sangat ketat, benci terhadap Indonesia ataupun nanti daerah
kepemerintahan Selangornya yang memang orangnya benci
terhadap ras lain selain Malaysia ya bisa aja hari itu juga
dicabut oleh mereka dan besokannya mereka nggak bisa
sekolah sama sekali, karena kenapa kan pertama bagunan di
sekolah itu kan memang bukan milik pribadi, bahkan sewa,
jadi memang nggak bisa ada yang dipertahankan secara
seutuhnya oleh sekolah PPWNI itu... ..... »102

Walaupun pihak KBRI sendiri menayatakan dan mengganggap

jika Pusat Pendidikan Warga Negara Indonesia (PPWNI) ini

merupakan CLC/ PKBM, atau yang biasa disebut dengan PKBM

192\Wawancara Dengan Pak Tommy, Selaku Direktur NGO International Youth Program Pada 19
Juni 2020



Insa Malindo, Klang, Selangor, Malaysia.®®> Namun pada hakikatnya
PPWNI ini sifatnya masih bayang — bayang. Saat ini PPWNI masih
proses mengajukan perizinan kepada pemerintah Malaysia, untuk
sekolah ini dianggap sebagai CLC/ PKBM.

PPWNI saat ini memang bernaung di bawah KBRI dan SIKL
(Sekolah Indonesia Kuala Lumpur), sebagai sekolah Indonesia legal
yang paling dekat. Tetapi tidak dalam artian resmi, karena untuk
perizinan CLC masih belum keluar. Untuk perizinan sendiri
pendirian CLC apalagi sekolah Indonesia di Malaysia prosesnya
sangatlah panjang, seperti contoh pengajuan CLC yang berada di
Johor, setelah 2 tahun CLC ini baru sah. Namun melihat lagi kondisi
yang istimewa. Baik sekolah Indonesia maupun CLC biasanya
berada di dekat KBRI maupun KJRI, seperti CLC Johor Bahru,
Sekolah Indonesia Johor Bahru (SIJH) hingga Sekolah Indonesia
Kuala Lumpur (SIKL). Sekolah — sekolah ini bertempat dekat
dengan wilayah yuridiksi Indonesia/ territorial yurisdiction (KBRI
dan KJRI) yang memang merupakan bagian dari yuridiksi

ektrateritorial. 1% Sehingga pihak Pemerintah Indonesia dapat mudah

103Atdikbudkl. Pemerintah Rl Menambah Tenaga Pengajar Di PKBM Klang. (Kuala Lumpur
:2017). Diakses Dari Http://Atdikbudkl.Org/2017/03/04/Pemerintah-Ri-Menambah-Tenaga-
Pengajar-Di-Pbkm-Klang/ Pada 10 Mei 2020

O%yuridiksi Ektrateritorial Adalah Yuridiksi Sesuatu Negara Di Wilayah Yuridiksi Negara Lain,
Atau Suatu Negara Dapat Memiliki Dan Mendapatkan Yuridiksinya Pada Saat Berada Di Wilayah
Negara Lain. Sumaryo Suryokusumo. Yurisdiksi Negara Vs. Yuridiksi Ekstrateritorial. \Volume 2
Nomor 4 Juli 2005. HIm 689 — 690
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melindungi jika terjadi permasalahan.'®® Sedangkan wilayah Klang
sendiri jauh dari KBRI Kuala Lumpur.
4) Dapodik dan NUPTK

Permasalahan perizinan sekolah juga akan menimbulkan
beberapa masalah ketidakpastian lainnya. Karena tidak adanya
perizinan resmi berdirinya PPWNI, maka sekolah tidak mempunyai
dapodik, serta guru akan kesulitan dalam pendataan NUPTK. Data
Pokok Pendidikan (dapodik), merupakan sistem pendataan yang
digunakan dalam menjaring semua data mengenai data kelembagaan,
dan kurikulum sekolah, data guru, data siswa hingga karyawan, dan
juga data sarana prasarana seluruh sekolah Indonesia, baik di dalam
maupun di luar negeri.1%®

Dengan adanya Dapodik, sekolah akan mendapatkan
banyak keuntungan, seperti alokasi dana BOS (bantuan operasional
sekolah), tunjangan guru hingga bantuan fasilitas bagi sekolah. Serta
yang paling penting anak dapat terdata dan mendapatkan NISN
dengan mudah,*®” NISN sendiri sangat dibutuhkan bagi anak, bahkan
saat jika anak tersebut kembali dan bersekolah di Indonesia tentu

yang ditanyakan adalah NISN.

1%5wWawancara Dengan Bu Helni, Selaku Tenaga Pengajar Di PPWNI Pada 20 Oktober 2020
%Anon.Apa Itu  Dapodik ?Apa Kegunaannya? Fungsinya ?Bagaimana Cara
Mengoperasikannya? Kita Kupas Tuntas Disini. Diakses Dari
Http://Pejuangdatapendidikan.Blogspot. Com/2016/03/Apa-Sih-Aplikasi-Dapodik-Apa.Html Pada
17 Juni 2020

197Nomor Induk Siswa Nasional (NISN) Adalah Kode Pengenal Yang Berperan Sebagai Identitas
Siswa Dan Berlaku Sepanjang Masa. NISN Juga Bersifat Unik Yang Dapat Membedakan Antar
Siswa Di Seluruh Sekolah Indonesia, Baik Di Dalam Maupun Di Luar Negeri. Kemdikbud.
Nomor Induk Siswa Nasional. Diakses Darihttps://Referensi.Data.Kemdikbud.Go.ld/Nisn/ Pada
17 Mei 2020
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Selanjutnya karena sekolah ini merupakan sekolah
“tersembunyi” serta belum terdaftar secara resmi, maka, outputnya
terdapat guru PPWNI yang tidak termasuk dalam data NUPTK
(Nomor Unik Pendidik dan Tenaga Kependidikan). NUPTK sendiri
merupakan nomor induk bagi guru atu tenaga kependidikan (GTK),
NUPTK juga diberikan kepada seluruh GTK, baik PNS maupun non
— PNS.2%® Namun guru PPWNI memiliki NUPTK yang tidak aktif
atau dianggap tidak mengajar, Maka akibatnya tunjangan —
tunjangan yang harusnya menjadi kepemilikan guru tersebut tidak
dibayarkan, serta tentu hal ini akan mempengaruhi kesejahteraan
guru PPWNI itu sendiri.

5. Bantuan Pemerintah Indonesia terhadap PPWNI

Melihat peran besar PPWNI dalam memenuhi hak pendidikan anak
Indonesia di Klang, Malaysia. Sebagai bagian dari rasa kemanusiaan akan
hak dasar manusia akan pendidikan yang terkandung dalam education for
all. Walaupun PPWNI merupakan non — state actor tetapi PPWNI tidak
dapat bertahan sendiri tanpa adanya campur tangan aktor negara (state
actor). Karena PPWNI sendiri memberikan dampak kepada negara. Maka
sudah seharusnya pemerintah Indonesia tidak hanya berpangku tangan saja
melihat perjuangan sebuah sekolah yang berkontribusi dalam memenuhi

hak pendidikan anak Indonesia, khususnya bagi mereka yang kesulitan

1%8Kemdikbud. Nomor Induk Pendidik Dan Tenaga Kependidikan (NUPTK). Diakses Dari
Https://Lpmpsumbar.Kemdikbud.Go.1d/2018/09/27/Nomor-Unik-Pendidik-Dan-Tenaga-
Kependidikan-Nuptk/ Pada 18 Juni 2020
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mencari sekolah. Dalam sejarah mulai dari PPWNI berdiri, berikut

beberapa uapaya yang dilakukan Pemerintah Indonesia terhadap PPWNI.

Pemerintah Indonesia dalam Upaya Pemenuhan Hak Pendidikan di PPWNI

Pencarian dan pendataan peserta didik pada awal PPWNI berdiri

o | Pengiriman bantuan tenaga pendidik

3 Pengiriman bantuan buku serta peralatan sekolah melalui SIKL

Pembukaan akses pendidikan melalui NGO, dalam andil mengajar jangka waktu
4 | singkat di PPWNI

Jaminan permudahan pemberian dokumen serta upaya pemberian kartu pintar bagi
S | anak — anak Indonesia yang belajar di PPWNI Klang

¢ | Bantuan pembayaran sewa gedung pada tahun 2019

7 | Kepengurusan ljazah Kelulusan

Tabel 4.6 Pemerintah Indonesia dalam Upaya Pemenuhan Hak Pendidikan di PPWNI

(sumber : Diolah dari berbagai sumber)

Karena menyangkut isu pendidikan anak — anak PMI, sudah menjadi
keharusan jika Pemerintah Indonesia andil bagian. Pertama yakni pendataan dan
pencarian peserta didik. Batuan ini dilakukan saat YM, Raja Kamaruddin
bekerjasama dengan Da’i Batchtiar, Duta Besar Indonesia untuk Malaysia 2008 —
2012.1%° Kedua, pada tahun 2010 setelah resmi menjadi PPWNI, Kedutaan Beasar
Republik Indonesia (KBRI) mulai membuka jalan dengan mengirim tenaga

pendidik. Yaitu Bapak Muhammad Fauzi dari pendidikan non — formal Provinsi

109 Redaksilb. Potret Sekolah Indonesia Di Malaysia. Diakses Dari Https:/Ibtimes.|d/Potret-
Sekolah-Indonesia-Di-Malaysia/ Pada 14 Juli 2021, Pukul 16.23
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Jawa Timur.!% Kemudian Pak Fauzi pensiun dan digantikan oleh istrinya Ibu
Wardaninengsih yang hingga saat ini menjadi tenaga pendidik dan kepala sekolah
PPWNI. Setelah itu, karena tidak mumpuni untuk Bu Wardahninengsih untuk
mengajar sendiri, maka dikirim lagi dua tenaga pendidik, yakni Pak Andi Syamsul
dan Ibu Helny Kuswanty. Namun Pak Andi pada 2020 telah masa kontraknya,
sedangkan Bu Helny juga akan habis masa kontraknya. Selama ini kedua tenaga
pendidik tersebut hanya diperpanjang masa kontrak, serta tidak ada penambahan
tenaga pendidik lagi.
“Sebenarnya saya harusnya 2 tahun, kemudian perpanjang setahun, nah
jadi tiap tahun perpanjang — perpanjang dan ini juga sudah habis ketahun
keempat, berarti 2 kali perpanjang, ngga tahu lagi ini, tapi maksimal kan
perpanjang 5 tahun, jadi maksimal tahun depan, tapi kalau memang tidak
bisa perpanjang ya dua — duanya pulang (Bu Helni dan Pak Andi), dan Bu

Warda juga ngga tahu nanti bagaimana, ini masih belum tahu, karena
belum ada keputusan.”*!

Mulai dari awal hingga sekarang total ada 4 (empat) tenaga pendidik yang
dikirim pihak KBRI, dan 3 (tiga) pendidik bertahan hingga kini, namun pada
tahun 2021 ini, hanya akan tersisan 1 (satu) guru/ tenaga pendidik, karena dua
lainnya telah habis masa kontraknya.!'? Ketiga, Pengiriman bantuan buku serta

peralatan sekolah melalui SIKL.

“Komputer itu juga dari SIKL, kemarin juga dibantu pembayaran
sewa gedung tahun 2019, terus mungkin alat — alat tulis, alat — alat
pembelajaran. Tapi tidak rutin begitu, tidak setiap bulan diberi. Hanya saat
— saat momen tertentu atau ada apa begitu, baru diberi. Seperti buku —

110 T H. Salengke. Ketika Warga Negara Malaysia Pasang Badan Demi Pendidikan Anak
Indonesia. Diakses Dari
Https://Www.Kompasiana.Com/Thsalengke/5a2b75336¢62a672476ce802/Wn-Malaysia-Pasang-
Badan-Demi-Pendidikan-Anak-Indonesia?Page=All Pada 14 Juli 2021 Pukul 16.37
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buku yang di SIKL sudah pada ngga kepake akhirnya ditawarkan ke sini,
ini ada buku di Klang bagaimana? Oh iya ngga apa — apa kasih ke sini,
kadang kita juga mengajukan foto kopi buku SIKL.”13

Keempat, Pembukaan akses pendidikan melalui NGO, dalam andil
mengajar jangka waktu singkat di PPWNI. Pihak KBRI Kuala Lumpur juga
membuka akses bagi NGO yang bersedia membantu mengirim relawan untuk
pengajaran secara singkat di PPWNI Klang.'* Kegiatan ini setidaknya akan
meringankan sedikit beban mengajar guru — guru di PPWNI Klang. Kemudian
melalui SIKL juga KBRI membantu proses ujian dan pembuatan ijazah, meski

begitu proses ujian siswa terbilang masih sulit dilaksanakan.

Kemudian sebelumnya pada 2017 lalu, pihak KBRI, yakni Atase
Pendidikan dan Kebudayaan KBRI Kuala Lumpur Prof.Dr. Ari Purbayanto, Atase
Perhubungan KBRI Kuala Lumpur Kapt. Muhammad Abduh, Kepala Sekolah
Indonesia Kuala Lumpur (SIKL) Drs. H. Agustinus Suharto, M.Pd., dan
Koordinator Pendidikan Non-Formal Taufiq Hasyim Salengke, MA. Melakukan

kunjungannya ke PPWNI Klang.!*®

Dalam kunjungan tersebut KBRI menyatakan memberikan dukungan
penuh kemudahan akses pendidikan anak PMI tanpa melihat status para PMI.
Pihak KBRI juga mengupayakan memberikan kartu pintar, guru secara berkala,

pembukaan akses akan relawan, serta pemberian dokumen anak demi kepentingan
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belajar siswa di PPWNI Klang. Namun hingga kini prose pembuatan dokumen
siswa masih sangat sulit untuk diselesaikan. Bahkan kasus terparah adalah UN
SMP pada tahun 2017 lalu. Anak — anak harus menunda ujian selama kurang lebih

2 tahun.1®

Kemudian pada 2019 ini, setalah PPWNI mengadu kepada Bapak M.
Farid Ma’ruf, PhD. Selaku Atase Pendidikan dan Kebudayaan (atdikbud) baru,
yang menjabat pada 2019 lalu, ujian siswa mulai terbilang lancar daripada tahun —

tahun sebelumnya. '’

B. PERAN PPWNI

Pusat Pendidikan Warga Negara Indonesia (PPWNI) berperan aktif
dalam pemenuhan hak pendidikan anak Indonesia, khususnya kategori illegal
di wilayah Klang, Malaysia. Sekolah yang terdiri dari SD — SMP ini memiliki
andil besar dalam implementasi Education for All (EFA).

a) Pengeluaran ljazah Resmi

Setiap kegiatan belajar mengajar yang sudah seharusnya dan
diinginkan untuk dihasilkan adalah ijazah yang terakreditasi, ijazah ini
akan dapat digunakan sebagai bekal anak — anak ini guna masa depan
mereka, kebanyakan rumah serta lembaga belajar di Malaysia bagi anak —
anak pekerja migran hanya untuk belajar tapi tidak mendapatkan jalan

untuk kejelasan bagi masa depan mereka.
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PPWNI dinilai memainkan peran sangat krusial dalam roda
pendidikan anak — anak Indonesia di Klang, Malaysia. PPWNI sendiri
sangat penting karena di wilayah Klang sebagai satu — satunya sekolah
yang dapat memberikan ijazah kepada anak didiknya. ljazah sendiri
langsung dari pihak KBRI, ijazah resmi sekolah Indonesia di Malaysia
sendiri yang mengeluarkan hanya Sekolah Indonesia Kuala Lumpur
(SIKL), Sekolah Indonesia Johor Bahru (SIJB) serta Pusat Pendidikan
Warga Negara Indonesia (PPWNI). Walaupun pada praktiknya ijazah yang

dikeluarkan oleh PPWNI mengekor dari SIKL.

Dengan adanya PPWNI memudahkan anak — anak yang berada di
Wilayah Klang dapat mengakses pendidikan dengan bersekolah dengan
baik serta mendapatkan ijazah secara resmi. Anak — anak di Wilayah
Klang juga tidak perlu kesulitan lagi untuk mencari sekolah. Sekolah ini
juga tidak hanya menjangkau anak — anak Indonesia yang berlokasi di
wilayah sekitar kompleks apartemen saja, melainkan sekolah ini juga
menjangkau setidaknya kurang lebih 30 KM anak — anak Indonesia yang
dapat bersekolah di PPWNI, dan untuk di wilayah Selangor tidak ada
sekolah Indonesia seperti PPWNI, yang bahkan dapat mengeluarkan ijazah

resmi. 8

“...namun rata — rata tapi ya itu tidak bisa ujian. ada yang
tidak bisa ujian kemudian pindah ke Klang, kemudian mau tidak
mau ya kami terima, dapatlah ijazah di Klang. Ya walaupun sekolah
ini hanya memang begini kondisinya tetapi memang penting

8wawanacara Dengan Pak Tommy, Selaku Direktur NGO International Youth Program Pada 19
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adannya. Kalau tidak disini mau dimana, mau di SIKL, ya di SIKL
menerima muridpun tidak boleh seenaknya dengan kondisi seperti
itu, SIKL juga masih lumayan ketat, jadi mau tidak mau ya ke Klang,
aturannya masih bisa disesuaikan begitu. Harus ada, kalau tidak
ada repot..... 119

Pengeluaran ijazah sendiri selama ini dinilai sangat sulit untuk
dilakukan. Sebenarnya sangat banyak sekolah — sekolah hingga sanggar
belajar lainnya yang menawarkan pendidikan dasar kepada anak, namun
pada umumnya hanya kelas 1 — 5 saja, dan tidak dapat ujian, dan tentu saja
otomatis anak tersebut tidak bisa mendapatkan ijazah.'?® Oleh karena itu,
eksistensi sekolah ini sangatlah penting bagi pemenuhan hak anak

Indonesia di Klang, Malaysia.

b) Pembenahan Pengetahuan dan Akhlak Anak — Anak Indonesia Di

Klang

Sekolah ini juga merupakan sekolah yang menjawab permasalahan
kurangnya akses pendidikan pada anak — anak PMI illegal di wilayah
Klang, Malaysia. Eksistensi sekolah ini juga dapat membantu anak — anak
untuk tidak menjadi anak yang liar, tanpa memiliki akhlak, tidak
mempunyai ilmu, serta tanpa pendidikan dasar, seperti membaca, menulis
dan berhitung. Seperti yang dikatakan peneliti sebelumnya jika para PMI
kurang mengerti akan pentingnya pendidikan anak, maka jika sekolah ini
tidak ada lalu bagaimana anak — anak ini keberlangsungannya, tanpa atau

kurang perhatian dari orang tua serta tidak terlalu diperhatikan juga oleh

1%wWawancara Dengan Bu Helni, Selaku Tenaga Pengajar Di PPWNI Pada 20 Oktober 2020
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negara, maka mereka tidak akan pernah tersentuh pendidikan jika sekolah

ini tidak ada.

Nur Helny Kuswanty, selaku salah satu staf pengajar PPWNI juga

berpendapat jika sekolah ini sangatlah penting, menyatakan bahwa.

“jadi saya pikir sekolah ini penting untuk kedepannya
bertahan kesini, karena untuk menbantu anak — anak bisa
belajar, ya walaupun kita tidak mempunyai target yang lebih,
targetnya hanya anak itu agar tidak menjadi anak yang bodoh,
tidak menjadi anak yang liar tanpa akhlak, tanpa ilmu agama
begitu.Anak itu bisa membaca menulis, mereka tahu mana yang
baik, mana yang salah, mereka tahu apa yang harus mereka
lakukan sama yang tidak, tahu sopan santunya sama orang tua,
sama lingkungan. Menurut saya anak bisa seperti itu berarti
sekolah ini sudah sukses, walaupun suksesnya dalam hal yang
minimal seperti itu, menurut saya sudah lebih baik, dari pada
anak yang tidak sekolah sama sekali "*?*

Oleh karenanya peran sekolah Pusat Pendidikan Warga Negara
Indonesia (PPWNI) ini sangatlah penting dalam kebelangsungan
pemenuhan hak pendidikan anak Indonesia di Klang, Malaysia. khusunya

bagi anak — anak Indonesia dengan tanpa dokumen resmi.

c¢) Kemudahan Pendaftaran Sekolah
Melihat bagaimana penjelasan sebelumnya, bahwa anak — anak
Indonesia dari para PMI, banyak diantaranya kesulitan untuk mendapatkan
sekolah yang menerima mereka, dalam penelitian ini, yakni anak — anak
yang berada di Klang, Malaysia. Terdapat syarat — syarat untuk

pendaftaran sekolah, salah satu yang paling utama adalah dokumen anak.
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PPWNI memiliki kemudahan untuk proses, terutama dokumen,
karena pada dasarnya sekolah ini memiliki target pemenuhan hak
pendidikan bagi anak — anak Indonesia di wilayah Klang, Malaysia.
PPWNI memberikan angin segar bagi kemudahan akses pendidikan anak
PMI, bahkan untuk mereka dengan tanpa dokumen.

“... lya memang jika mendaftar harus membawa identitas
diri, seperti akta kelahiran/ sijil lahir, Kartu Keluarga (KK), dan
paspor. Ada anak — anak yang mempunyai dokumen lengkap
kecuali paspor yang ada visanya, jika seperti itu tidak masalah,
langsung kami terima. Tapi ada juga yang sama sekali tidak punya
apa — apa, jadi mau bagaimana lagi. Asalkan orang tuanya
(bapak/ibu) masih WNI, pasti diterima. 1?2

d) Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menegah Pertama (SMP)

PPWNI memberikan pendidikan terbaik yang bisa diberikan oleh
sekolah ini untuk para peserta didik. Bahkan melihat kondisi lapangan,
pada saat anak — anak sudah bisa menyelesaikan studi di pendidikan dasar

atau sekolah dasar, tetapi anak — anak masih membutuhkan pendidikan

lanjutan mumpuni bagi anak — anak.

Karena anak — anak masih membutuhkan pendidikan
lanjutan, serta tidak ada sekolah yang mau menerima mereka
dengan kondisi yang tidak berdokumen. Sebenarnya mereka
meminta ada SMA tapi kami yang tidak mampu, mengingat
pelajaran SMA sudah semakin susah serta minimnya guru di
Klang, untuk pembukaan SMPnya kalau tidak salah pada 2017.12%

Dengan segala keterbatasan, sebagai bagian dari masyarakat sosial,

PPWNI berperan serta sadar akan pendidikan anak di wilayah Klang,
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Malaysia. Selain Sekolah Dasar yang telah ada sejak sekolah ini bserdiri,
Sekolah ini juga membuka jenjang Sekolah Menengah Pertama (SMP)

demi kelangsungan pendidikan anak — anak Indonesia di Klang, Malaysia.

Pengurangan Anak Indonesia Tanpa Pendidikan di Klang, Malaysia
PPWNI memiliki peran yang sangat singnifikat dalam pemenuhan
hak pendidikan anak — anak Indonesia di Klang, Malaysia, hal ini dapat

dilihat dari jumlah peserta didik yang terus bertambah setiap tahunnya.

JUMLAH SISWA PPWNI
2016 - 2020

2016 2017 2018 2019 2020

Grafik 4.1 Jumlah siswa PPWNI Tahun 2016 — 2020

(Sumber : data PPWNI)

Setiap tahunnya jumlah siswa yang terdaftar di PPWNI semakin
menigkat dan tidak pernah berkurang. Dengan adanya PPWNI, membuat
menurunnya anak — anak Indonesia tanpa pendidian di wilayah Klang,
Malaysia. Hal ini dinilai sangat positif sebagai bagian dari pemenuhan hak

pendidikan anak Indonesia. adanya sekolah PPWNI ini juga sebagai



implementasi dari Konvensi Hak — Hak Anak (KHA) atau Convention on
the Rights of the Child (CRC), mengenai prinsip perlindungan hak — hak
anak di seluruh dunia, salah satunya mengenai pemenuhan hak pendidikan
anak yang harus dilindungi, perjanjian internasional yang telah disahkan
oleh Majelis Umum PBB pada 20 November 1989 (Resolusi 44/25),
kemudian diberlakukan pada 2 september 1990.!% Perjanjian
Internasional ini juga telah diratifikasi oleh negara — negara anggota,
termasuk Malaysia dan Indonesia.

Maka sudah seharusnya hak pendidikan setiap anak dilindungi serta
tidak boleh didiskriminasikan oleh pihak manapun. Dengan berdirinya
PPWNI telah berperan di dalam lingkungan masyarakat di bidang
kemanusiaan pendidikan anak. Sehingga anak — anak Indonesia di Klang,

Malaysia akan menerima pendidikan wajib bagi mereka.

C. INDIKATOR CAPAIAN PPWNI

Pusat Pendidikan Warga Negara Indonesia (PPWNI) telah berperan
aktif dalam memenuhi hak pendidikan anak Indonesia di Klang, Malaysia.
Menjadi satu — satunya sekolah di wilayah Klang bahkan Selangor. Yang
menerima anak — anak Pekerja Migran Indonesia, khususnya mereka tanpa

dokumen atau ilegal dengan penuh kehangatan. Berikut adalah indikator
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bagaimana PPWNI telah menjalankan perannya dengan sangat baik dalam
pemenuhan hak pendidikan anak Indonesia di Klang, Malaysia.
a) Rights to Education
Sejalan dengan komitmen dunia yang galakan oleh UNESCO,
Education For All (EFA). Bahwa setiap manusia yang ada di dunia ini
memiliki hak untuk memperoleh pendidikan, tanpa terkecuali dan
terdiskriminasikan. Tertuang dalam Universal Declaration of Human
Rights. Pada pasal 26 ayat 1 menyatakan :
“Everyone has the right to education. Education shall be
free, at least in the elementary and fundamental stages.....}%
PPWNI memainkan perannya dalam pemenuhan hak pendidikan
anak Indonesia di Klang, Malaysia. Jika tidak ada sekolah, apalagi
ketiadaan mulai sekolah dasar maka yang paling terancam dan berdampak
langsung adalah anak tersebut. Anak akan kesulitan membedakan benar
dan salah, sopan santun, adab, dan tidak berbekal pengetahuam, anak akan
dengan mudah terjerumus kepada masa depan yang gelap. Sedangkan bagi
Indonesia, sebagai negara asal akan merasa terbebani jika nantinya para
pekerja tanpa pendidikan ini kembali ke Indonesia. Kemudian Malaysia,
sebagai negara penerima pekerja migran, jika anak — anak pekerja migran
tanpa dokumen menjadi dewasa, dan memilih untuk tidak kembali ke

Indonesia, maka akan terjadi ledakan jumlah pekerja migran ilegal,
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sehingga Malaysia akan kewalahan untuk memantau secara menyeluruh.

Oleh karena itu, keberadaan PPWNI sangatlah penting.

“Kalau untuk eksistensi seberapa pentingnya PPWNI ini,
PPWNI ini sangatlah penting karena kenapa, karena mereka itu bisa
mewadahi katakanlah para TKI sekitar radius sampai 30 KM dari
sekolah, memang anak — anak yang sekolah di situ itu nggak yang
hanya tinggal di apartement — apartement yang kemarin kita kelilingi
tapi mereka juga ada yang datang dari beberapa daerah lainnya,
dijemput menggunakan fan, mangkanya kan kadang mereka sampai
jam 12 udah nggak bisa kegiatan lagi atau belajar lagi karena fannya
itu udah jemput, kalau ditanya seberpa penting ya sangat penting
bagi mereka, karena memang nggak ada lagi sekolah belajar yang
seperti itu di daerah Selangor itu nggak ada.”*?

b) Education for Humanity
Pendidikan tidak hanya mengajarkan tentang ilmu pengetahuan dan
ilmu alam, tetapi pendidikan bagaimana memanusiakan manusia.
Pendidikan akhlak dan adab. PPWNI mengubah anak — anak yang kurang
tahu tentang adab menghormai, menyanyangi, dan mencintai sesama.
Bagaimana memperlakukan orang lain dengan baik, disini, di PPWNI.
Anak — anak akan belajar banyak tentang arti manusia dan kehidupan.
PPWNI muncul sebagai angin segar bagi anak — anak Indonesia,
baik mereka dengan atau tanpa dokumen di Klang, Malaysia. Tercantum
dalam Universal Declaration of Human Rights. Pada pasal 26 ayat 2 yang
berbunyi :
“Education shall be directed to the full development of the
human personality and to the strengthening of respect for human

rights and fundamental freedoms. It shall promote understanding,
tolerance and friendship among all nations, racial or religious
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groups, and shall further the activities of the United Nations for the
maintenance of peace. "2

Jika suatu pendidikan sudah berhasil dalam mendidik peserta didik
tidak hanya secara ilmu pengetahuan, tetapi bagaimana pendidik itu juga
dapat berhasil memanusiakan manusia. Menjadikan individu berkembang
dan lebih ‘manusia’, yang dulunya anak — anak tersebut tidak tahu sama
sekali apa arti menghormati sesama dan ‘liar’. Sehingga mereka menjadi
individu yang baik, maka PPWNI telah berhasil mendidik peserta didik
dengan baik.

“Kalau dari saya pribadi, kenapa sekolah ini harus tetap ada
ya untuk membantu anak — anak, mendapat pendidikan, layak dan
tidak layak ya biarkan orang lain yang menilai, karena kondisi juga
seperti ini. Tapi kalau misalkan sekolah ini tidak ada, kita dapat
melihat bagaimana nantinya anak itu liarnya, tanpa akhlak, tanpa
ilmu, tanpa pendidikan dini, mereka tidak bisa membaca, mau jadi
seperti apa begitu. Saya tidak pernah melihat dari dia anak siapa atau
bagaimana, hanya terkadang kasihannya dengan anak yang tidak
diperhatikan orang tua, lah kemudian anak yang tidak diperhatikan
oleh Negara jadi bagaimana. Mau jadi seperti apa jika tersebut tidak
pernah menyentuh pendidikan. Main handphone bisa tapi tidak tahu
apa — apa, jadi saya pikir sekolah ini penting untuk kedepannya
bertahan kesini, karena untuk menbantu anak — anak bisa belajar, ya
walaupun kita tidak mempunyai target yang lebih, targetnya hanya
anak itu agar tidak menjadi anak yang bodoh, tidak menjadi anak
yang liar tanpa akhlak, tanpa ilmu agama begitu.Anak itu bisa
membaca menulis, mereka tahu mana yang baik, mana yang salah,
mereka tahu apa yang harus mereka lakukan sama yang tidak, tahu
sopan santunya sama orang tua, sama lingkungan. Menurut saya
anak bisa seperti itu berarti sekolah ini sudah sukses, walaupun
suksesnya dalam hal yang minimal seperti itu, menurut saya sudah
lebih baik, dari pada anak yang tidak sekolah sama sekali. Jadi kalau
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bisa ya, walaupun gurunya berganti, gurunya ada berapa pun,
sekolah ini ya harus tetap ada.” 128
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BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang peneliti lakukan mengenai peran
pusat pendidikan warga Negara Indonesia dalam memenuhi hak pendidikan
anak Indonesia di Klang, Malaysia. Dapat disimpulkan jika PPWNI memiliki
eksistensi yang sangat penting dalam pemenuhan hak pendidikan anak — anak
Indonesia di Klang, Malaysia, terutama bagi mereka yang tidak memiliki
dokumen resmi, seperti akta lahir, tetapi masih memiliki ikatan dengan
Indonesia, melalui orang tua.

PPWNI juga telah berhasil memenuhi indikator yang dapat dicapai
suatu sekolah dalam memenuhi hak pendidikan. PPWNI juga merupakan
implementasi dari penerapan Education For All (EFA) yang digagas oleh

UNESCO dan diamini oleh dunia.

B. SARAN

Dengan adanya penelitian ini, peneliti berharap agar pemerintah
Indonesia memberikan bantuan untuk keberlangsungan sekolah ini secara
rutin. Melihat bagaimana peran penting PPWNI, sudah seharusnya fasilitas

penunjang kegiatan belajar mengajar dapat diberikan untuk sekolah ini.

99



Peneliti juga berharap jika dilema sosial akan permasalahan PMI ilegal di
Malaysia tidak menggangu hak anak — anak untuk mengenyam pendidikan.
Kemungkinan akan bayang — bayang penutupan sekolah ini diharapkan
tidak terjadi. Jika sekolah ini ditutup maka anak — anak di Klang akan tidak
akan mendapatkan hak pendidikan, selain itu dengan tingkat pendidikan yang
rendah, akan menjadi permasalahan bagi kedua Negara, baik Indonesia

maupun Malaysia.
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